KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

(Studi Kasus Katering Wahid Akikah di Karanganyar) by FATIMAH, NURUL AYU SITI & Dr., Ismail Yahya, S.Ag., M.A
i 
 
  KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
(Studi Kasus Katering Wahid Akikah di Karanganyar) 
 
SKRIPSI 
Diajukan Kepada 
Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh 
Gelar Sarjana Hukum 
 
 
Oleh : 
NURUL AYU SITI FATIMAH 
NIM. 152.111.265 
 
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU’AMALAH) 
FAKULTAS SYARIAH 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 
SURAKARTA 
2019 
ii 
 
 
iii 
 
 
iv 
 
PENGESAHAN 
v 
 
 
vi 
 
MOTTO 
 
 الًَلََح ُ َّاللَّ ُمَُكقَزَر ا َّمِم اُولَُكف َنوُُدبَْعت ُهاَِّيإ ُْمتْنُك ِْنإ ِ َّاللَّ َتَمْعِن اوُرُكْشاَو اابَِّيط. 
Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan 
Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah ke-
pada-Nya.” 
(Q.s.An-Nahl : 114) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
x 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ  Kasrah I I 
  َ  Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
xi 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
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3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
xiii 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
xiv 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Nurul Ayu Siti Fatimah, NIM: 152111265 ”Kepatuhan Terhadap 
Pelaksanaan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus 
Katering Wahid Akikah di Karanganyar)”. 
 
Kepatuhan terhadap pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan di 
Katering Wahid Akikah menggunakan 11 aturan Sistem Jaminan Halal yang 
ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tujuan dari penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui prosedur pemberian sertifikasi halal kepada Katering Wahid 
Akikah, mendeskripsikan kepatuhan Katering Wahid Akikah dalam menjalankan 
ketentuan sebagai penerima sertifikat halal dan untuk mengetahui respon MUI 
terhadap pelaksanaan yang dilakukan Katering Wahid Akikah. Urgensi sertifikasi 
halal ialah selain memberikan rasa aman pada konsumen, adanya ketenangan bagi 
konsumen, membuat produk produsen semakin dipercaya dan produk terjamin 
aman dikonsumsi. 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif lapangan dengan lokasi penelitian di Katering Wahid Akikah di mana 
sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah data primer 
sedangkan LPPOM MUI Yogyakarta dimana sumber data yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah data sekunder, dengan teknik pengumpulan data 
wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data yang di gunakan adalah 
deskriptif analisis dengan pola berpikir induktif, melakukan analisis dari data-data 
yang telah terkumpul sebelumnya kemudian diuraikan agar mendapatkan 
kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Katering Wahid Akikah telah 
mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam 
mendapatkan Sertifikat Halal. Kepatuhan Katering Wahid Akikah telah sesuai 
terhadap sertifikasi halal yang ditentukan Majelis Ulama Indonesia. Status 
Sertifikat Halal pada Katering Wahid Akikah ini ialah sah. Namun saat 
memperpanjang sertifikat halal pada bulan Juli 2020 Katering Wahid Akikah 
diminta untuk membenahi/merenovasi ruang jarak antar kamar mandi dengan 
tumpu masakan harus berjarak 8 meter. Sedangkan respon yang diberikan Majelis 
Ulama Indonesia terkait dengan penggunaan bahan yang tidak bersertifikat halal 
ialah merupakan konsekuensi/komitmen yang harus terjalin pada saat perusahaan 
mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Perusahaan berkewajiban 
xix 
 
menggunakan bahan-bahan yang berlabel halal sesuai dengan ketetapan Majelis 
Ulama Indonesia. 
 
 
Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Sistem Jaminan Halal dan Majelis Ulama Indonesia 
ABSTRACT 
 Nurul Ayu Siti Fatimah, NIM: 152111265 "Compliance with the 
Implementation of the Halal Cetification og the Assembly Ulema Indonesia 
(Case Study of Wahid Akikah Catering in Karanganyar) 
 
 Compliance with the implementation of halal certification carried out at 
Wahid Akikah Catering uses 11 rules of the Halal Guarantee System established 
by the Indonesian Ulema Council. The purpose of this study was to determine the 
procedure for granting halal certification to Wahid Akikah Caterers, describing 
compliance with Wahid Akikah Caterers in carrying out the provisions as halal 
certificate recipients and to determine the MUI response to the implementation of 
Wahid Akikah Caterers. The urgency of halal certification is in addition to 
providing a sense of security to consumers, there is calm for consumers, making 
the products of manufacturers more trusted and products guaranteed safe for 
consumption. 
 
 The research method used in this study is a qualitative field study with 
research locations in Wahid Akikah Catering where the data source used in data 
collection is primary data while LPPOM MUI Yogyakarta where the data source 
used in data collection is secondary data, with interview data collection techniques 
, documentation and data analysis techniques used are descriptive analysis with 
inductive thinking patterns, analyzing the data that has been collected previously 
then described in order to get conclusions from research that has been done. 
 
 The results of this study indicate that the Wahid Akikah Catering has 
followed the procedures established by the Indonesian Ulema Council in 
obtaining a Halal Certificate. Wahid Akikah's catering compliance is in 
compliance with halal certification determined by the Indonesian Ulema Council. 
The status of the Halal Certificate in Wahid Akikah Catering is legal. However, 
when extending the halal certificate in July 2020 Wahid Akikah Catering was 
asked to fix / renovate the space between the bathrooms with the food base must 
be within 8 meters. While the response given by the Indonesian Ulema Council 
related to the use of materials that are not halal certified is a consequence / 
commitment that must be established when the company registers its products to 
be certified halal. The company is obliged to use materials that are labeled halal in 
accordance with the provisions of the Indonesian Ulema Council. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 
dewasa ini berdampak meningkatnya peredaran produk makanan dan minuman 
baik lokal maupun impor di masyarakat. Produk makanan dan minuman yang 
beredar di masyarakat belum tentu memberi rasa aman, nyaman, tentram dan  
layak dikonsumsi oleh konsumen muslim, karena syariat Islam mewajibkan 
kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai 
dengan syariat Islam. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 
ayat (2) mengamanatkan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut 
agamanya dan kepercayaan itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah 
dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan 
perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan 
digunakan konsumen muslim. 
Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas 
perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, 
efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk 
halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan 
2 
 
kepastian menggunakan produk halal serta meningkatkan nilai tambah bagi 
pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.
1
 
Di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (UU 
Pangan) terdapat beberapa Pasal berkaitan dengan masalah kehalalan produk 
pangan, yaitu dalam Bab VIII tentang Label dan Iklan Pangan pasal 97, ayat (1), 
(2) dan (3). Bunyi pasal 97 dan penjelasan pasal tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk 
diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan 
Pangan. 
2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib 
mencantumkan label di dalam kemasan dan/atau pada Kemasan Pangan pada 
saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan 
bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :  
a. nama produk; 
b. daftar bahan yang digunakan; 
c. berat bersih atau isi bersih; 
d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; 
e. halal bagi yang dipersyaratkan; 
f. tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa; 
g. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan 
                                                            
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan 
Halal.  
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h. asal usul bahan pangan tertentu.2 
Dalam beberapa kitab fikih, tentang kaidah al-tahrim wal ihlal haqqullah 
wahdah, artinya pengharaman atau penghalalan benda atau penghalalan benda 
atau barang tertentu adalah hak murni Tuhan. Jadi tidak boleh ada seseorang yang 
menyatakan ini halal atau itu haram kecuali atas apa yang telah ditetapkan Tuhan 
secara langsung. Barang-barang atau wilayah yang diharamkan atau wilayah yang 
dihalalkan, artinya yang dihalalkan Allah lebih banyak dari pada yang 
diharamkan. Dalam al-Qur‟an sendiri hanya tercatat beberapa benda yang haram. 
Benda yang diharamkan karena zatnya, dalam al-Qur‟an hanya babi saja. Walau 
ada beberapa jenis makanan yang diharamkan juga, seperti al-mauqudah dan al-
mutaraddiyah, tapi itu (diharamkan) bukan karena zatnya.  Jadi wilayah haram itu 
sangat sempit dalam ajaran Islam.
3
 
Penentuan baik dan buruknya makanan diserahkan sepenuhnya pada 
masyarakat atau komunitas tertentu. Sebab, al-Qur‟an dalam banyak ayat hanya 
menggariskan hal yang global. Misalnya, “ya ayyuhalladzina aman kulu min 
thayyibati ma razaqnakum.” Artinya, makanlah hal yang baik yang telah Kami 
berikan kepadamu wahai orang yang beriman! Dalam ayat lain Allah 
menyebutkan, “...wayuharrin „alaikumul khaba‟is.” Di sini ada dua kata kunci, 
yaitu thayyibat dan khaba‟is yaitu tentang makanan yang baik dan makanan yang 
buruk.
4
 
                                                            
2 UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 
3 Akyunul Jannah, S.Si., M.P,  Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi,  
(Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm. 200. 
4 Ibid., hlm. 201. 
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Saat teknologi pangan belum berkembang seperti saat ini, di mana tidak 
ada atau tidak banyak makanan dan minuman olahan yang beredar, masalah halal 
dan haramnya makanan dan minuman relatif tidak serumit sekarang. Walaupun 
dari segi syar‟i permasalahan selalu ada, terutama karena adanya perbedaan 
pendapat di antara para ulama.
5
 
Aqiqah adalah menyembelih hewan qurban untuk kelahiran bayi laki-laki 
atau perempuan ketika berusia tujuh hari atau pada usia empat belas hari atau pada 
usia dua puluh satu hari, juga dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama 
yang baik.
6
 Aqiqah berarti memotong. Pendapat lain menyebutkan bahwa aqiqah 
asalnya adalah rambut di kepala bayi yang baru lahir. Kambing yang dipotong 
disebut aqiqah karena rambut bayi tersebut dipotong ketika kambing itu 
disembelih.
7
 
Syarat hewan yang disembelih yakni hewan tersebut didapat dengan cara 
yang halal dari peternakan (tidak mencuri), binatang tersebut tidak cacat, cukup 
umur ketika disembelih. Sedangkan syarat peralatan untuk menyembelih berupa 
benda tajam yang terbuat dari besi, batu, kaca dan lainnya selain gigi, kuku dan 
tulang. Apabila mematikan hewan dengan sesuatu yang tidak tajam, seperti 
dicekik, disetrum dan sejenis lainnya maka hewan tersebut hukumnya haram 
dimakan, karena halal demikian tidak mengalirkan darah. Sembelihan seseorang 
dianggap sesuai dengan syari‟at apabila ia memang berniat untuk menyembelih. 
Jadi, apabila seseorang diserang hewan yang halal, tetapi liar, kemudian ia 
                                                            
5 Ibid. 
6 Fatkhur Rahman, Pintar Ibada, (Surabaya: Pustaka Mesia, 2010), hlm. 190. 
7 Hesti Restianti, Antara Aqiqah dan Qurban, (Bandung: Titian Ilmu, 2013), hlm.8. 
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membela diri dengan menembak atau menusuk pedang pada hewan tersebut tanpa 
maksud menyembelihnya, maka apabila hewan tersebut mati akibat tembakan 
atau tusukan tersebut, ia tidak dianggap sebagai sembelihan, karena tidak ada niat 
untuk menyembelih ketika melakukannya.
8
 
 Pada asalnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal. Tidak ada 
yang haram kecuali jika ada nāsh yang shahih dan sharih (jelas maknanya) dari 
Allah yang mengharamkannya. Jika tidak ada nāsh shahih (seperti beberapa hadist 
dha‟if) atau tidak ada nāsh sharih yang menunjukkan keharamannya, maka 
sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya: halal.
9
 
 Islam diajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik 
sebagaimana dalam al-Qur‟an surat Al-Maidah ayat 88 dijelaskan: 
  ۚ    نُونِمْؤُم  ِِهب  ُْمتْن أ يِذَّلا   َّاللَ اُوقَّتا  و ًابِّي ط  ًل  لَ  ح  ُ َّاللَ  ُمُك ق  ز  ر ا َّمِم اُولُك  و 
Artinya : Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 
rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-
Nya. (Q.S. Al-Maidah : 88)
10
 
 
 Menurut ayat di atas manusia diperintah supaya mengonsumsi makanan 
yang halal dan baik. Banyak sekali makanan yang halal tapi kualitas kurang 
terjaga, makanan yang berkualitas itu selain halal juga bergizi, baik dari 
kebersihan maupun kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut karena 
dengan makanan yang halal dan bergizi manusia dapat menjalani dan 
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk memelihara jiwa dan menjamin 
                                                            
8 Ali Gufron, Tuntunan Berkurban & menyembelih Hewan, (Jakarta: Amzah, 2013), Hlm. 
109. 
9 Yusuf Qarhawi, Halal Haram dalam Islam, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hlm. 36. 
10 Al-Jumanatul Ali, Al-Qur‟an dan terjemahannya, (Bandung: Departemen Agama RI, 
2004), hlm.123. 
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kehidupannya, agama Islam  mensyariatkan  kewajiban  memperoleh sesuatu yang 
menghidupinya berupa hal-hal yang dhoruri berbentuk makanan, minuman, 
pakaian dan tempat tinggal.
11
 
 Masuknya unsur haram ini kurang disadari oleh konsumen, mengingat 
bentuknya yang sudah sulit dideteksi. Bahan tersebut sudah tidak berbentuk 
sebagaimana aslinya lagi, melainkan sudah mengalami pengolahan sedemikian 
rupa, sehingga tidak terlihat dengan kasat mata.
12
 
 Salah satu produsen makanan yang sudah mengantongi sertifikat halal 
Majelis Ulama Indonesia adalah Katering Wahid Akikah yang terletak di 
Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Katering ini berdiri sejak tahun 
2012, yang bergerak melayani berbagai macam masakan kambing. Katering 
Wahid Akikah ini telah lolos sertifikasi Higenis DepKes dan halal LPPOM MUI 
No. 12340003330718. Atas pencapaian ini Katering Wahid Akikah mempunyai 
komitmen untuk menjamin layanan yang syar‟i, halal, higienis serta bebas dari 
bahan dan fasilitas produksi yang haram dan najis.
13
 
Dalam wawancara penulis dengan narasumber yang bernama Ibu Rumiyati 
yang telah dilakukan pada 21 Desember 2018. Beliau memaparkan bahwa bahan 
yang digunakan dalam pengolahan masakan terdapat beberapa bahan yang tidak 
bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Bahan tersebut yaitu Minyak 
                                                            
11 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih,  (Semarang: Dina Utama Semarang, Cet.ke-1), 
1994, hlm. 313. 
12 Ibid., hlm. 1. 
13 www.wahidakikah.com  
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Wijen yang digunakan sebagai bumbu rempah dalam proses pengolahan gulai dan 
garam yang digunakan sebagai tambahan masakan. 
14
 
Saat penulis mengikuti Pelatihan Sistem Jaminan Halal di LPPOM MUI, 
pembicara dari pihak LPPOM MUI yang bernama Bapak Imron selaku 
narasumber menjelaskan bahwa makanan olahan harus bersertifikat halal dari 
Majelis Ulama Indonesia. Berbeda dengan garam laut yang langsung dipakai 
untuk produksi tidak perlu adanya sertifikasi halal. Jika garam tersebut diolah 
menjadi garam dapur dan memerlukan bahan-bahan tambahan, maka diperlukan 
sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. 
15
 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut 
dalam bentuk skripsi mengenai kepatuhan terhadap ketentuan sertifikasi halal. 
Maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah “KEPATUHAN 
TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA 
INDONESIA (Studi Kasus Katering Wakid Akikah di Karanganyar).” 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
14 Rumiyati, Wawancara Pribadi, pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 14:00 WIB. 
15 Imron, Wawancara Pribadi, pada tanggal 18 September 2018 pukul 10.00 WIB. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana prosedur pemberian sertifikasi halal MUI kepada Katering 
Wahid Akikah? 
2. Sejauhmana kepatuhan Katering Wahid Akikah dalam menjalankan 
ketentuan/aturan sebagai penerima sertifikat halal MUI? 
3. Bagaimana respon yang diberikan Majelis Ulama Indonesia kepada 
penerima sertifikat halal yang menggunakan bahan makanan yang tidak 
bersertifikat halal MUI? 
 
C.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pemamparan dan rumusan masalah di atas, maka maksud dan 
tujuan dari penelitian: 
1. Untuk mendeskripsikan prosedur pemberian sertifikasi halal MUI kepada 
Katering Wahid Akikah. 
2. Untuk mendeskripsikan kepatuhan Katering Wahid Akikah dalam 
menjalankan ketentuan/aturan sebagai penerima sertifikat halal MUI. 
3. Untuk mengetahui respon yang diberikan Majelis Ulama Indonesia kepada 
penerima sertifikat halal yang tidak menggunakan bahan makanan yang 
tidak bersertifikat halal MUI. 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini dilakukan dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi 
Teoritis dan segi Praktis: 
1. Manfaat Teoritis  
a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan mengenai tentang aspek 
kepatuhan terhadap pelaksanaan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh 
MUI. 
b. Sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah Sertifikasi 
Halal Majelis Ulama Indonesia dalam memberi ketenangan batin para 
konsumen. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai bekal bagi para pelaku bisnis usaha makanan ataupun 
minuman agar dapat memahami sepenuhnya dalam menjalankan 
ketenuan/aturan sertifikasi MUI. 
b. Sebagai salah satu syarat menjadi sarjana hukum pada Institusi Agama 
Negeri Islam Surakarta.  
 
E. Kerangka Teori 
Kerangka teori ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau 
batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian 
yang akan dilakukan. 
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1. Teori Halal dan Haram dalam Islam 
Pada hukum awalnya, segala sesuatu diciptakan Allah untuk 
hamba-Nya. Oleh karena itu semua yang ada di dunia  ini adalah boleh 
(mubah) bagi manusia.
16
 Sesuatu menjadi haram, ketika sudah turun 
nāsh/(ayat atau hadis) yang melarangnya. Maka sesungguhnya, presentase 
larangan (yang haram) lebih kecil dibandingkan dengan yang 
diperbolehkan (halal atau mubah). 
Halal haram menurut ulama‟ fikih adalah sebagaimana yang 
diterangkan oleh Allah dan rasul-Nya. Dalam pengertian ini ada 
pemahaman bahwa yang berhak menentukan halal haramnya sesuatu 
hanyalah Allah SWT melalui Rasulnya.
17
   
Al-Qushayri meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, bahwa 
sesungguhnya halal itu jelas dan haram juga jelas, dan apa yang diantara 
keduanya adalah syubhat (perkara yang samar).
18
 Rasulullah SAW 
bersabda: “Apa yang telah dihalalkan di dalam kitab-Nya (Al-Qur‟an), 
maka Ia halal, dan apa yang diharamkan maka haram, dan apa saja yang 
Allah diamkan, maka Ia adalah kemaafan. Maka terimalah apa yang telah 
Ia maafkan (bolehkan). Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa”.19   
                                                            
16 Yusuf Al-Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, terj. Abu Hana Zulkamain dan 
Abdurrahim Mu‟thi, cet. 1, (Jakarta: Akbar, Media Eka Sarana, 2004), hlm. 20. 
17 Yusuf Al-Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, hlm. 25.  
18 Imam Muslim, Shahih Muslim, juz. 5, hlm 50. 
19 Muhammad bin „Abd Allah Abu Allah al-Hakim al-Naysabur, Mustadrak al-Hakim, al-
Mustadrak „Ala al-Sahihain, juz. 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1990M/1411H), Hlm. 406. 
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Ketika Rasulullah ditanya tentang hal-hal kecil yang tidak ada 
nāshnya maka beliau tidak menjawab pertanyaan itu dengan persis. Tetapi 
beliau memberikan kaedah pokok yang dapat dirujuk untuk mengetahui 
status halal-haram sesuatu.
20
 
Dengan demikian definisi halal berdasarkan al-Qur‟an dan hadis 
sangat simpel dan jelas. Segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan 
jiwa, maka hukumnya halal. Begitu sebaliknya, segala sesuatu yang 
mendatangkan mudharat (bahaya) bagi kesehatan: badan, akal, dan jiwa, 
hukumnya adalah haram.
21
 
Al-Sam‟ani mendefinisikan haram adalah sesuatu yang 
mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa, sedangkan halal adalah 
sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat pahala. Adapun ja‟iz 
(boleh) adalah sesuatu yang jika dilakukan, pelakunya tidak mendapatkan 
dosa ataupun pahala.
22
 
Para ulama‟ membatasi diri untuk mengeluarkan fatwa tentang 
halal atau haramnya sesuatu yang tidak ada nāshnya secara qaṭh‟i (pasti). 
Yusuf al-Qardhawi menuliskan, bahwa al-Imam Shafi‟i meriwayatkan dari 
al-Qadhi Abu Yusuf, bahwa ulama‟ dulu tidak suka mengeluarkan fatwa 
tentang halal-haram, kecuali hal itu sudah tertulis dalam kitab Allah secara 
jelas tanpa harus ditafsirkan lagi. Meskipun demikian, mereka telah 
                                                            
20 Yusuf Al-Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, hlm. 21. 
21 Yusuf Al-Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, hlm. 35. 
22 Abi al-Muzafar Mansur bin Muhammad bin „Abd al-Jabar al-Sam‟ani, Qawathi‟u al-
Adilat fi al-Ushul, juz. 1, (Bairut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, t.t), hlm. 10. 
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memberikan kaedah: “Sesuatu yang menjurus kepada yang haram maka 
hukumnya haram juga”.23 
2. Sertifikat Halal MUI   
Sertifikat halal adalah fatwa yang ditulis oleh Majelis Ulama 
Indonesia untuk menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. 
Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman 
label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. 
Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-
obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu 
produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya. 
Selain itu bagi produsen, sertifikasi halal akan dapat mencegah 
kesimpangsiuran status kehalalan produk yang dihasilkan.
24
 
Dalam mendapatkan sertifikat produk halal, pengusaha harus 
menaati prosedur yang ditetapkan oleh LPPOM MUI, yakni pengusaha 
mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan: 
a. Spesifikasi dan Sertifikat produk halal bahan baku, bahan tambahan, 
dan bahan penolong serta bagan alir proses. 
b. Sertifikat produk halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah 
(produk lokal) atau Sertifikat produk halal dari Lembaga Islam yang 
telah diakui MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan 
dan turunannya. 
                                                            
23 Yusuf Al-Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, hlm. 27-28. 
24 Hj. Aisjah, Dari Serifikasi Menuju Labelisasi Halal. (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 
2008),  hlm. 99-100. 
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c. Sistem Jaminan Halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta 
prosedur baku pelaksanaannya.
25
 
3. Standarisasi Penetapan Fatwa 
Standarisasi MUI dalam menetapkan fatwa tentang makanan mengenai 
kehalalan suatu produk makanan menurut MUI harus sesuai dengan 
Syari‟at Islam yaitu : 
a. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor 
LPPOM tentang benda-benda haram menurut syari‟at Islam, dalam hal 
ini benda haram līżaṭihi dan līgairihi yang karena cara penanganannya 
tidak sejalan dengan syari‟at Islam. Dengan arti kata, para auditor 
harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda 
tersebut. 
b. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik 
(perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang 
dilakukan meliputi: 
1) Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan baku maupun bahan 
tambahan (penolong). 
2) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk. 
3) Tata cara memotong hewan untuk produk hewan atau mengandung 
unsur hewan. 
                                                            
25 Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, Bagian 
Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jedral Bimbingan Masyarakat Islam dan 
Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003, hlm. 15. 
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c. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama 
bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung 
benda haram. 
d. Pemeriksaan terhadap ssuatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih 
dari satu kali; dan tidak jarang pula auditor (LPPOM) menyarankan 
bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau 
diduga mengandung barang yang haram dengan bahan yang diyakini 
kehalalannya atau bersifat halal dari MUI atau lembaga yang lebih 
kompeten. 
e. Hasil dari pemeriksaan dan audit LPPOM tersebut kemudian 
dituangkan dalam sebuah berita dan kemudian Berita Acara itu 
diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan. 
f. Dalam sidang Komisi Fatwa, LPPOM menyampaikan dan menjelaskan 
isi Berita Acara dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh 
Sidang Komisi. 
g. Suatu produk yang sah masih mengandung bahan yang diragukan 
kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang 
dipandang tidak transparan oleh sidang komisi, dikembalikan kepada 
LPPOM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan 
bersangkutan. 
h. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh sidang 
komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh sidang komisi. 
15 
 
i. Hasil sidang komisi yang erupa fatwa kemudian dilaporkan kepada 
Dewan pimpinan MUI untuk di tanfiz-kan dan dikeluarkan Surat 
Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal. 
Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat 
Sertifikasi Halal, MUI berhak menetapkan atau menekankan bahwa jika 
sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-
unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut Sertifikat Halal produk 
bersangkutan. Di samping itu, setiap produk yang telah mendapatkan 
Sertifikat Halal diharuskan membaharui atau memperpanjang Sertifikat 
Halal.
26
 
4. Ruang lingkup Undang-Undang Jaminan Produk Halal 
a. Idealita Undang-Undang Jaminan Produk Halal 
Aspek kehalalan suatu produk yang komprehensif mencakup 
bahan baku yang digunakan dalam mengolah produk, proses produk san 
pemasaran produk. Bahan baku dan produk menurut Undang-Undang 
Jaminan Halal mengadopsi pendekatan yang lebih luas, yaitu 
mencakup, makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis 
dan rekayasa genetik. Proses produksi produk halal tunduk pada 
ketentuan keseluruhan rangkaian produksi yang meliputi peralatan, 
ruang produksi, penyimpanan, distribusi dan penyajian yang halal 
menurut syari‟ah. Proses produksi alat mencakup proses produksi halal 
                                                            
26 Majelis Ulama Indonesia, Himpuanan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (Jakarta, Majelis 
Ulama Indonesia, 2010) hlm. 19-20. 
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dengan bahan baku hewani, bahan baku nabati, dan proses kimia 
biologis atau rekayasa genetik.
27
 
Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga dapat menyatakan 
sebagai produk halal, alat produksi, tempat penyimpanan, pengemasan, 
distribusi, dan penyajian dalam proses produksi, harus dipisah dari 
bahan olahan babi dan/atau mengandung unsur babi dan bahan-bahan 
lain yang dinyatakan haram. Secara khusus lokasi produksi untuk 
proses produksi bahan olahan yang halal, Undang-Undang Jaminan 
Produk Halal idealnya juga mewajibkan dipisah dari lokasi produksi 
bahan olahan babi dan/atau yang mengandung unsur babi.
28
 
b. Label Halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal 
Produk yang telah dinyatakan halal oleh MUI, perlu diberi 
label halal pada kemasannya agar mudah dikenali. Pemberian tanda 
halal dalam bentuk label halal merupakan upaya perlindungan 
konsumen muslim sebagai konsumen terbesar di Indonesia. Kewajiban 
pencantuman label halal dapat membantu konsumen muslim untuk 
dapat memilih produk yang akan dikonsumsinya. Namun, 
pencantuman label halal baru dapat dilakukan oleh perusahaan 
manakala produk yang dimilikinya telah mendapatkan sertifikat halal 
MUI.
29
 
                                                            
27 H. Mahudi, Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk 
Halal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 401. 
28 Ibid. 
29 Ibid., hlm. 402. 
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Selain itu, bentuk logo halal yang khas dan seragam sangat 
didambakan konsumen mengingat saat ini belum ada keseragaman 
logo halal, sehingga dapat membingungkan mana logo halal yang yang 
didukung oleh sertifikat halal dan mana yang tidak. Selanjutnya, logo 
halal yang ditempel pada kemasan perlu mencantumkan nomor izin 
sertifikasi halal MUI agar mudah dikenali ketika terjadi 
penyelewengan.
30
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah 
dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya 
pendukung yang memiliki relefansi terhadap tema yang dikaji dan untuk 
memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah 
ada, maka di bawah ini penulis memaparkan beberapa tinjauan pustaka yang 
terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Telaah pustaka ini 
dapat berupa hasil penelitian yang telah dibukukan antara lain : 
Skripsi Ratih Kusuma Dewi, Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri 
Walisongo Semarang, tahun 2015 yang berjudul “Studi Analisis Terhadap 
Sistem Jaminan Halal Produk  Pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus 
pada IKM di Kota Semarang).” Skripsi ini membahas tentang Sistem Jaminan 
Halal yang belum sepenuhnya diterapkan dalam IKM yang bersertifikat halal. 
Dalam pelaksanaannya dari ke-13 komponen SJH hanya beberapa yang 
                                                            
30 Ibid.  
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dilakukan oleh IKM. Diantaranya : Kebijakan halal, Panduan halal, Acuan 
teknis bahan, Sosialisasi yang dilakukan oleh balai POM, Komunikasi 
eksternal antar IKM serta dokumentasi. Berbeda dengan penelitian penulis 
yang lebih merujuk pada kriteria sistem jaminan halal terdapat penggunaan 
bahan yang tidak bersertifikat halal dari lembaga yang berwenang.
31
  
Skripsi yang ditulis Riska Rofiana, Fakultas Syari‟ah Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul “Pencantuman 
Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah 
Tangga di Yogyakarta”. Skripsi ini membahas tentang pencantuman label 
halal yang dilakukan oleh para pelaku usaha makanan di Yogyakarta yang 
tidak melakukan sertifikasi halal, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor 
yaitu ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman dari pelaku usaha makanan, 
tidak mengetahui tata cara mendaftarkan sertifikasi halal, terkendala oleh 
biaya. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas produsen yang telah 
memiliki sertifikat halal, tetapi masih menggunaan bahan yang tidak 
bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dikarenakan dari segi harga 
lebih murah dan terjangkau.
32
 
Skripsi lainnya yang ditulis Mohammad Ababilil Mujaddidyn, Fakultas 
Syari‟ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 
2015 yang berjudul “Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Dalam 
                                                            
31 Ratih Kusuma Dewi, Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada IKM 
Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang), Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas 
Syari‟ah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015. 
32 Riska Rofiana, Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan 
Industri Rumah Tangga di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam), Skripsi, tidak 
diterbitkan, Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017. 
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Perspektif MUI dan BPOM. Skripsi ini membahas tentang tinjauan umum 
sertifikasi telah dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa 
yang telah berhasil membantu Pemerintah untuk mencegah dan 
menanggulangi adanya kecurangan produsen atau importer berbuat melawan 
hukum sedangkan tinjauan umum tentang sertifikasi halal terhadap produk 
menurut BPOM memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum 
produk panganan halal karena sudah melalui proses yang panjang antara lain 
adanya sitem jaminan halal oleh perusahaan, audit oleh LPPOM dan Komisi 
Fatwa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang 
membahas secara mengerucut kriteria jaminan halal yang menekankan pada 
bahan yang dipakai tidak ada sertifikat halal, padahal saat pengauditan 
dilakukan semua bahan yang dipakai adalah bahan-bahan yang bersertifikat 
halal MUI.
33
 
Skripsi yang ditulis oleh Dessy Rezfi, Fakultas Hukum Universitas 
Andalas,  Padang 2016 yang berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap 
Restoran dan Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen”. 
Skripsi ini membahas tentang kriteria yang ditetapkan oleh LPPOM tentang 
pengajuan sertifikat halal restoran dan rumah makan berdasarkan dari segi 
halal meliputi halal zatnya, cara memperoleh, dalam prosesnya, cara 
penyimpanannya, serta pengedaran penyajannya serta proses memperoleh 
pada rumah makan yang telah diteliti telah sesuai dengan persyaratan 
sertifikasi halal HAS (Halal Assurance System) 23000 LPPOM MUI. Berbeda 
                                                            
33 Mohammad Ababilil Mujaddidyn, “Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Dalam 
Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) & Badan Obat dan Makanan (BPOM), Skripsi, tidak 
diterbitkan, Fakultas Syari‟ah dan Hukum Keluarga IAIN Tulungagung, 2015. 
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dengan penelitian yang diteliti oleh penulis bahwa produsen belum 
sepenuhnya menggunakan bahan dan fasilitas yang memadai. Namun, secara 
keseluruhan telah memenuhi Sistem Jaminan Halal dan telah memiliki 
sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
34
 
Hal yang membedakan skripsi di atas dengan skripsi penulis berisi bahwa 
terdapat produsen makanan yang telah memiliki sertifikasi halal dari pihak 
yang berwenang yakni LPPOM MUI yang bergerak pada produk akikah, 
yakni masakan kambing. Namun didalamnya terdapat bahan yang digunakan 
dalam pengolahan masakan yang tidak bersertifikat halal dari Majelis Ulama 
Indonesia. Fasilitas produksi masih diperlukan renovasi lebih lanjut. Hal ini 
yang membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang masalah sertifikasi 
halal Majelis Ulama Indonesia. 
 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik-teknik yang 
perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan 
analisis.
35
 Sebagai dasar cara kerja untuk menata informasi secara runtut, 
mulai dari penyusunan dan perumusan fokus penelitian sampai perumusan 
hasil penelitian serta untuk memperoleh data yang akurat mengenai 
                                                            
34 Dessy Rezfi, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran dan Rumah Makan 
Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen” Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum 
Universitas Andalas, 2016. 
35 Dolet Unaradjan, Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: PT. Grasindo, 
2000), hlm. 1.  
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permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
penelitian yang relevan dengan judul di atas : 
1. Jenis penelitian  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 
yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui 
pengamatan-pengamatan dan wawancara. Penelitian dilakukan dengan 
bertemu langsung pada obyeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan 
data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di 
lapangan atau berada langsung di lingkungan yang mengalami masalah 
atau yang akan diperbaiki atau disempurnakan.
36
 
Penelitian dilakukan pada produsen yang bergerak di bidang 
pengolahan makanan dengan upaya untuk memberikan pembuktian 
mengenai alasan mengapa teori dan praktek pada Sistem Jaminan Halal 
belum sepenuhnya dilaksanakan dan mengenai respons yang diberikan 
oleh MUI bagi produsen yang sudah memiliki sertifikat halal dalam 
praktek Sistem Jaminan Halal. LPPOM MUI berlokasi di Yogyakarta 
sedangkan produsen yang sudah bersertifikasi halal MUI yakni Katering 
Wahid Akikah yang berlokasi di Griya Smart, Jl. Tentara Pelajar RT 02/ 
RW 11, Jetak, Bolon, Colomadu, Kabupaten Karanganyar. 
2. Sifat Penelitian  
Penelitian kualitatif yaitu merupakan suatu gambaran kompleks 
dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif 
                                                            
36 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press, 1996), hlm. 24. 
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merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 
analisis dengan pendekatan induktif. Informasi kemudian dikumpulkan, di 
analisis dan yang terakhir dideskripsikan.37. 
3. Obyek penelitian 
Obyek yang menjadi dasar penelitian ini adalah Katering Wahid 
Akikah di Karanganyar. 
4. Sumber data  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Data Primer  
Data primer yaitu data pokok yang berkaitan dan diperoleh 
secara langsung dari masyarakat. Data ini memerlukan analisis lebih 
lanjut.
38
 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Katering 
Wahid Akikah di Karanganyar yang berlokasi di Griya Smart, Jl. 
Tentara Pelajar RT 02/ RW 11, Jetak, Bolon, Colomadu, Kabupaten 
Karanganyar, baik pemiliknya maupun karyawannya yang berjumlah 7 
orang. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Data 
ini biasanya meliputi dokumen dari obyek yang diteliti atau mencakup 
                                                            
37J.R Raco, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 
2010), hlm. 7. 
38 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1991), hlm. 87-88. 
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laporan yang sudah ada.
39
 Data sekunder ini merupakan data 
penunjang bagi data primer, maka dari itu data yang berasal dari 
berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang 
berhubungan dengan objek penelitian. Dengan metode ini penulis 
mendapatkan modul gambaran umum tentang LPPOM MUI 
Yogyakarta dan Katering Wahid Akikah mengenai modul panduan 
tentang produk-produk dan brosur-brosurnya, dokumen dan arsip serta 
buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan oleh obyek 
peneliti yang sebenarnya. langkah-langkah dalam pengumpulan data 
adalah sebagai berikut : 
a. Observasi 
Observasi yaitu suatu pengolahan data dengan cara mengamati, 
mendengarkan dan mencatat terhadap peristiwa. Keadaan atau hal lain 
yang menjadi sumber data atau pengamatan merupakan suatu teknik 
atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan 
terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, 
observasi adalah suatu prosedur yang berencana, dalam melakukan 
                                                            
39  Ibid., hlm. 87-88. 
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observasi bukan hanya mengamati saja atau memperhatikan, tetapi 
disertai perhatian khusus untuk melakukan pencatatan.
40
  
Penulis melakukan observasi pada tanggal 21 Desember 2018 
pukul 10.00 WIB di produksi Katering Wahid Akikah. Penulis 
mengamati secara langsung ketika Ibu Rumiyati melakukan proses 
pembuatan gulai dengan menggunakan Minyak Wijen dan Garam 
bermerk Dangdut yang tidak bersertifikat halal dari Majelis Ulama 
Indonesia ke dalam masakan yang diolah. 
b. Wawancara  
Wawancara adalah pertemuan secara langsung untuk 
mendapatkan informasi melalui tanya jawab sehingga mendapatkan 
maksud dan tujuan tertentu.
41
 Untuk mendapat informasi yang 
dimaksud, penulis melakukan wawancara kepada Ibu Palupi yang 
merupakan pihak LPPOM Yogyakarta bagian auditor  mengenai 
respon yang diberikan MUI kepada produsen yang memiliki sertifikat 
halal ketika menggunakan bahan yang tidak bersertifikat halal dan 
penulis melakukan wawancara kepada Katering Wahid Akikah yakni 
Bapak Muchsin selaku Manager Umum dan Ibu Rumiyati selaku 
pemasak/pengolah makanan mengenai prosedur pengajuan sertifikasi 
halal kepada MUI serta pihak konsumen Katering Wahid Akikah yakni 
Ibu Mei dan Ibu Nina. 
                                                            
40 Dr. Soekidjo Notoatmodjo, Metodologi Penelitian Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2002), hlm. 93.  
41 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Remaja Rosdakaya, 
2000), hlm. 148. 
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c. Dokumentasi  
Metode dokumentasi merupakan pengumpulan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu yang berupa karya dari seseorang.
42
 
Metode ini dimaksudkan untuk menggali data kepustakaan dan 
konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan dengan sistem 
jaminan halal pada Katering Wahid Akikah yang telah mendapatkan 
sertifikatat halal. Seperti catatan pelaksanaan dan pengawasan sistem 
jaminan halal pada produk Katering Wahid Akikah yang telah 
dirumuskan oleh LPPOM Yogyakarta. 
6. Metode Analisis Data 
Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 
bentuk yang lebih mudah dan diimplementasikan.
43
 Penelitian ini ada tiga 
fase kegiatan dalam melakukan analisis data, yaitu : 
a. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data 
kualitatif. Penelitian menggunakan reduksi data sebagai bentuk analisis 
yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 
tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga 
kesimpulan akhir dapat diambil. 
 
 
                                                            
42 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
(Bandung: Alfabeta, Cet.ke-10, 2010), hlm. 329. 
43 Mattew B. Milles, A.M. Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas 
Indonesia, 2007), hlm. 16. 
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b. Penyajian Data 
Bentuk teknik analisis berikutnya dengan melakukan penyajian 
data, di mana penelitian melakukan kegiatan menyusun seluruh 
informasi yang didapat setelah melakukan penarikan kesimpulan. 
c. Penarikan Kesimpulan 
Penelitian akan mengambil kesimpulan dalam tahap penarikan 
kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang mendasar tentang 
kepatuhan terhadap pelaksanaan sertifikasi halal MUI pada Wahid 
Akikah yang terletak di Griya Smart, Jl. Tentara Pelajar RT 02/ RW 
11, Jetak, Bolon, Colomadu, Kabupaten Karanganyar. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran secara umum dari penelitian ini secara 
menyeluruh perlu adanya sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis. 
Dengan demikian, sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai 
berikut : 
BAB I PENDAHULUAN. Bab ini memuat tentang latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian, sitematika penilisan penelitian pada Katering Wahid 
Akikah 
BAB II MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN PROSEDUR 
SERTIFIKASI HALAL. Bab ini berisi tentang Majelis Ulama Indonesia yang 
meliputi pengertian, visi, misi, tujuan, serta kedudukan dan dinamika. Komisi 
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fatwa Majelis Ulama Indonesia yang meliputi hakikat dan kedudukan, dasar 
penetapan, macam-macam bentuk fatwa, prosedur penetapan fatwa. prosedur 
sertifikasi halal yang meliputi pengertian, tujuan, prosedur dan 
aturan/ketentuan sertifikasi halal. LPPOM MUI Yogyakarta yang meliputi 
sejarah, visi, misi, struktur organisasi, prosedur pembiayaan dan pengurusan, 
serta bahan makanan yang bersertikat halal MUI. 
BAB III PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PADA 
KATERING WAHID AKIKAH. Bab ini membahas tentang gambaran umum 
sejarah berdiri, visi, misi, struktur pengurus, produk, Standard Operating 
Procedure (SOP), mekanisme prosedur pengajuan sertifikat halal, Katering 
Wahid Akikah dalam menjamin kehalalan produk dan dalam mengikuti 
ketentuan/aturan sertifikasi halal dari MUI. 
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEPATUHAN PELAKSANAAN 
SERTIFIKASI HALAL MUI. Pada sub bab pertama memuat tentang aturan 
MUI bagi penerima sertifikat halal. Pada sub bab kedua memuat tentang 
pelaksanaan aturan MUI oleh Katering Wahid Akikah, pada sub bab ketiga 
menjelaskan tingkat kepatuhan Katering Wahid Akikah dalam menjalankan 
sertifikasi halal. Sub bab keempat memuat tentang respon yang diberikan MUI 
terhadap kepatuhan di Katering Wahid Akikah. 
BAB V PENUTUP. Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil 
penelitian sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah dikemukakan 
sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan 
dengan pelaksanaan sertifikasi halal pada Katering Wahid Akikah. 
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BAB II 
MAJELIS ULAMA INDONESIA & PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL 
 
A. Majelis Ulama Indonesia 
1. Pengertian, Visi, Misi dan Tujuan Majelis Ulama Indonesia 
Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah sebuah yang di 
dalamnya terhimpun para ulama, zu’ama dan cendikiawan muslim 
Indonesia. Berasaskan Islam dan bertujuan mewujudkan masyarakat yang 
berkualitas (khaira ūmmah), dan negara yang aman, damai, adil dan 
makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (baldatun 
thayyibatun wa rabbun ghafur). Organisasi pada 17 Rajab 1375 H/ 26 Juli 
1975 ini, memiliki visi sebagai berikut :
44
 
“terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan 
kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah SWT 
(baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur) menuju masyarakat yang 
berkualitas (khaira ūmmah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum 
muslimin (izzul Islam wal mūslimin) dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam 
(rahmatan līl ‘ālamīn).”45 
 
Majelis Ulama Indonesia terbentuk berdasarkan hasil musyawarah 
Nasional I MUI yang berlangsung pada 21-27 Juli 1975 di Balai Sidang 
Jakarta. Tanda berdirinya MUI tersebut diabadikan dalam bentuk 
“piagam” berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 
orang ulama yang terdiri dari 26 Ketua-Ketua MUI Daerah Tingkat I, 10 
                                                            
44 H. Mashudi, Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk 
Halal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34. 
45 Ibid., hlm. 36 
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orang ulama unsur organisasi Islam tingkat Pusat, yaitu NU, 
Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Wasliyah, Mathla’ul Anwar, 
GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia, dan Al-Ittihadiyah; 4 orang 
ulama dari dinas rohaniah Islam angkatan darat, udara, laut dan POLRI, 
serta 13 ulama undangan perorangan. 
Adapun misinya adalah :
46
 
a. Menggerakkan kepemimpinan umat Islam secara efektif dengan 
menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga 
mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan 
dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syari’ah Islamiyah. 
b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi munkar dalam 
mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas 
(khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan. 
c. Mengembangkan ukhwah Islamiyah dan kebersamaan dalam 
mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Inedonesia. 
Dalam rangka untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan usaha-usaha 
yaitu : 
a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam agar tercipta 
kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan yang kuat 
dan mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khaira 
ummah). 
                                                            
46 Ibid.  
30 
 
b. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam, amar ma’ruf 
nahi munkar untuk memacu terwujudnyakehidupan beragama dan 
bermasyarakat yang diridhai Allah SWT. 
c. Memberikan peringatan, nasihat, dan fatwa mengenai masalah 
keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah 
dengan bijak dan menyejukkan.  
d. Merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan 
terwujudnya Ukhuwah Islamiyyah dan kerukunan antar umat beragama 
dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. 
e. Menjadi penghubung antara ulama dan umara dan penerjemah timbal 
balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat 
berrkualitasyang diridhai Allah SWT. 
f. Meningkatkan hubungan serta kerja sama antara organisasi, lembaga 
Islam dan cendikiawan muslim serta menciptakan program-program 
bersama untuk kepentingan umat.
47
 
2. Kedudukan dan Dinamika Kelembagaan 
Setelah terbentuknya MUI di Pusat pada 1975, terbentuklah MUI 
secara hierarkis sampai tingkat kecamatan, sedangkan di tingkat 
desa/kelurahan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Hubungan 
organisasi antara MUI di berbagai tingkatan tersebut bersifat koordinatif, 
aspiratif, dan struktural administratif. Sementara itu, hubungan MUI 
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dengan pemeritah dan ormas-ormas Islam bersifat konsultatif dan 
kemitraan.
48
 
Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap produk halal 
adalah sentral dan sangat penting, oleh karena keberadaan MUI dalam 
kancah keormasan di tanah air ini diposisikan sebagai induk organisasi 
keislaman. Dinamika MUI dalam melayani kepentingan umat Islam di 
Indonesia ini ditunjang dengan dibentuknya beberapa komisi, antara lain 
Komisi Fatwa dan LPPOM MUI sebagai lembaga yang menangani khusus 
hukum pangan, obat-obatan dan kosmetika. MUI tidak memfatwakan 
segala persoalan yang hukumnya telah ditetapkan oleh nāsh qaṭh’i, yakni 
persoalan yang tidak perlu diijtihadkan lagi status hukumnya. Dalam hal 
ini, yang dilakukan MUI hanya menyampaikan apa adanya sebagaimana 
ditetapkan oleh nāsh.49 
Berangkat dari realitas tersebut, maka MUI sebagai “melting pot” 
yakni wadah berhimpun ulama dan zu’ama dari berbagai komponen/ormas 
Islam di Indonesia, memiliki posisi strategis. Walaupun MUI tidak 
merupakan suprastruktur dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, 
akan tetapi MUI bisa disebut wadah yang mempresentasikan umat Islam 
Indonesia, dan pengurus MUI berasal dari fungsionaris atau pemimpin 
ormas-ormas Islam. MUI juga mengakomodir elemen-elemen lain yang 
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tidak berasal dari ormas Islam, seperti perguruan tinggi Islam, pesantren 
serta institusi keislaman lainnya.
50
 
B. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
1. Hakikat dan Kedudukan Fatwa 
Indonesia, meskipun bukan negara Islam namun mayoritas 
penduduknya beragama Islam, sehingga nilai luhur Islami melekat dalam 
kehidupan sehari-hari masyarakat di negeri ini, baik dalam kehidupan 
sehari-hari masyarakat di negeri ini, baik dalam kegiatan sosial 
kemasyarakatan maupun sosial politik. Oleh karena itu setiap aktivitas 
masyarakatnya diperlukan bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para 
ulama, seperti dalam bentuk pemberian fatwa. Fatwa ulama memang tidak 
menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di 
Indonesia, bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal 
apa yang disebut dengan mufti atau lembaga fatwa. Selain itu, hakikat 
dasar fatwa sesungguhnya hanyalah sebuah legal opinion yang tidak 
mengikat. Namun kenyataan yang terjadi, fatwa bagi umat Islam Indonesia 
tidak saja dipahami sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, tetapi 
lebih jauh dari itu fatwa ulama sudah menjadi acuan dan pedoman 
pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
51
 
Fatwa tidak boleh dikeluarkan oleh sembarangan pihak, namun 
fatwa harus dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang mempunyai 
kompetensi untuk itu. Jika fatwa dikeluarkan secara sembarangan akan 
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melahirkan tindakan tahakkum (perbuatan membuat-buat hukum) dan 
tasyarru’ (membuat-buat syari’at baru), keduanya dilarang agama. Di 
Indonesia terdapat banyak oramas Islam dan sebagian dari itu memiliki 
lembaga fatwa. Banyak produk-produk fatwa yang dikeluarkan lembaga 
fatwa ormas Islam kurang efektif karena hanya menjangkau komunitas di 
organisasi masing-masing.
52
 
Posisi fatwa sangat penting dalam rangka memberikan penjelasan 
dan penerangan kepada umat terutama berkaitan dengan status hukum 
mauupun kepantasan dan etika menurut agama. Dalam memberikan fatwa, 
para ulama merumuskan persoalan yang memerlukan penjelasan sesuai 
dengan bidang yang diperlukan. Kemudian diedarkan kepada para ulama 
yang lain untuk diteliti secara seksama. Kalau terdapat beberapa pendapat 
yang berbeda dari para ulama diadakan pertemuan untuk membahas 
persoalan tersebut sampai mendapatkan rumusan penjelasan utuh dan 
dapat diterima dan sesuai dengan dalil naqli maupun aqli.
53
 
Lembaga fatwa bersifat independen yang terdiri dari para ahli ilmu 
dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang 
memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. Lembaga ini 
dengan seluruh anggotanya selalu berpegang pada sumber pokok Islam 
(Qur’an dan Sunnah) dengan memperhatikan pendapat para ulama 
terdahulu. Di dalam menyikapi dan berinteraksi dengan kelompok yang 
berbeda, lembaga tidak bersikap fanatik madzhab, kelompok maupun 
                                                            
52 Ibid., hlm. 38.  
53 Ibid. 
34 
 
negara. Putusan lembaga ini merupakan putusan lembaga, bukan 
perorangan, yang tujuannya untuk mencapai kebenaran dengan menjaga 
kebenaran proses kesimpulan dalil, tujuan-tujuan syara’, realitas keadaan, 
perubahan situasi dan kondisi serta pencurahan segala kemampuan untuk 
menetapkannya.
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Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah perkhidmatan ulama 
kepada umat Islam di Indonesia mempunyai beberapa fungsi dan tugasnya 
memberi fatwa keagamaan di Indonesia. Proses fatwa dilakukan oleh 
Komisi Fatwa dan bertanggung jawab mengeluarkan fatwa (ifta’) yang 
perlu memperhatikan sejumlah prinsip, kode etik (adab), dan persyaratan 
sangat ketat.
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2. Dasar Penetapan Fatwa 
Fatwa ditetapkan berdasarkan pada al-Qur’an, As-Sunnah/Hadits, 
Ijma’, dan Qiyas. Keempat hal tersebut merupakan sumber dan dalil 
hukum syara’ yang disepakati oleh Jumhur ulama. Sedangkan yang 
lainnya, seperti Istiḥsān, Istishlāh, Ṣaddū aż-żari’ah dan lain sebagainya 
dipersilahkan keberadaannya sebagai dalil hukum.
56
 
Secara ringkas dasar-dasar penetapan fatwa MUI sebagai berikut: 
Pertama, setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah 
dan Sunnah Rasul, serta tidak berentangan dengan kemaslahatan umat. 
Kedua, jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, keputusan 
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fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma’, qiyas yang mu’tabar, 
dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istiḥsān, maṣlaḥah mursalah, dan 
Ṣaddū aż-żari’ah. Ketiga, sebelum pengambilan keputusan fatwa 
hendaklah ditinjau pendapat-pendapat oara imam madzhab terdahulu, baik 
yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan 
dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. 
Keempat, pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil 
keputusan fatwanya dipertimbangkan.
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3. Macam-macam Bentuk Fatwa 
Fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dapat di 
kelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, fatwa tentang 
kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Kedua, 
fatwa tentang masalah ibadah dan masalah-masalah berkaitan dengan 
sistem keagamaan dan sistem kemasyarakatan, seperti perkembangan 
pemikiran dan aliran keagamaan, masalah kesehatan, masalah kenegaraan 
dan lain sebagainya. Ketiga, fatwa yang berkaitan dengan masalah 
ekonomi Islam dan aktivitas lembaga keuangan syari’ah.58 
Fatwa dalam bentuk pertama dan kedua ditetapkan oleh komisi 
fatwa MUI, sementara fatwa dalam bentuk yang ketiga ditetapkan oleh 
Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Pada persoalan-persoalan yang 
krusial fatwa dilakukan melalui forum Ijtima’ Ulama dan Musyawarah 
Nasional (MUNAS) MUI yang merupakan sidang fatwa tertinggi dan 
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melibatkan ulama secara nasional. Fatwa-fatwa tentang masalah ibadah 
dan masalah-masalah tentang sistem keagamaan dan sistem 
kemasyarakatan, seperti perkembangan pemikiran dan aliran keagamaan, 
masalah kesehatan, masalah kenegaraan dan lain sebainya ditetapkan 
langsung oleh komisi fatwa MUI. Namun, pada pembahasan mengenai 
persoalan-persoalan tertentu, seperti masalah kesehatan dan kedokteran, 
komisi fatwa mengundang para ahli di bidangnya (ahlu al-hibri) untuk 
memberikan penjelasan dan informasi.
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Proses penetapan fatwa tentang produk makanan, minuman dan 
kosmetika halal pada prinsipnya sama dengan penetapan pada umumnya. 
Perbedaan terletak pada proses rapat penetapan fatwa dilakukan bersama 
antara komisi fatwa dengan lembaga pemeriksaan yang dalam hal ini 
MUI. Lembaga pemeriksa terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit 
ke pabrik atau perusahaan yang telah mengajukan permohonan sertifkat 
halal. Hasil audit setelah dibahas di lembaga pemeriksa dituangkan dalam 
“laporan hasil auditing” yang selanjutnya dibawa ke dalam rapat Komisi 
Fatwa. 
Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa produk halal, secara 
singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :
60
 
a. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada auditor lembaga 
pemeriksa tentang benda-benda haram menurut syari’at Islam, dalam 
hal ini benda haram līżaṭihi dan haram līgairihi yang karena cara 
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penanganannya tidak sejalan dengan syari’at Islam dengan arti kata, 
para auditor harus mempunyai pengetahuan memadahi tentang benda-
benda haram tersebut. Di samping itu, para auditor pun diingatkan 
bahwa yang mereka kerjakan itu merupakan tugas amanat umat dan 
tanggungjawab agama yang kelak akan dipertanggungjawabkan 
kepada Allah. 
b. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik 
(perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang 
dilakukaan meliputi:  
1)  Pemeriksaan secara seksama terhadap ingredient produk, baik 
bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong.  
2) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk. 
3) Cara pemotongan hewan untuk produk hewani atau mengandung 
unsur hewani. 
c. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa secara teliti dan tidak jarang 
menggunakan laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai 
sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), terutama 
babi dan alkohol, untuk mendapat kepastian. 
d. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih 
dari satu kali dan tidak jarang pula para auditor menyarankan bahkan 
mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau 
mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini 
kehalalannya atau sudah bersertifikasi halal dari MUI atau dari 
38 
 
lembaga lain yang dipandang berkompeten jika perusahaan tersebut 
tetap menginginkan mendapat sertifikasi halal dari MUI. 
e. Hasil pemeriksaan dan audit lembaga pemeriksa tersebut kemudian 
dituangkan dalam sebuah laporan hasil auditing, yang kemudian 
dibawa ke komisi fatwa MUI untuk dibahas dalam rapat. 
f. Dalam rapat komisi Fatwa direktur lembaga pemeriksa menyampaikan 
dan menjelaskan isi laporan hasil auditing, dan kemudian dibahas 
secara teliti dan mendalam oleh peserta rapat Komisi. 
g. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan 
kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang 
dipandang tidak transparan oleh rapat komisi dikembalikan kepada 
lembaga pemeriksa untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke 
perusahaan bersangkutan. 
h. Produk yang telah diyakini kehalalannya oleh rapat komisi, diputuskan 
fatwa halalnya oleh rapat komisi. 
i. Hasil rapat komisi tersebut kemudian dituangkan dalam surat 
keputusan fatwa produk halal yang ditandatangani oleh ketua dan 
sekretaris komisi fatwa. Selanjutnya diterbitkan sertifikasi halal yang 
ditandatangani oleh ketua komisi fatwa, direktur lembaga pemeriksa 
dan Ketua Umum MUI.
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4. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa 
Sistem dan prosedur penetapan fatwa (manhaj fi itsbat al-fatwā) 
diharapkan mampu memberikan jawaban atas setiap persoalan yang 
muncul. Ada tiga pendekatan yang digunakan MUI dalam proses 
penetapan fatwa, yaitu pendekatan nāsh qaṭh’i, qauli, dan manhaji. Bagi 
MUI, penetapan fatwa lewat pendekatan nash saja tidak memadahi karena 
nash sifatnya sangat terbatas, sedangkan permasalahan yang terjadi terus 
berkembang. Demikian juga tidak mungkin hanya berpegang pada aqwal 
yang didapat dari referensi keagamaan klasik yang penulisannya sudah 
berhenti ratusan tahun yang lalu, padahal persoalan-persoalan yang timbul  
terus berlangsung. Keterbatasan pada dua pendektatan tersebut, 
memerlukan suatu pendekatan lain yang dapat dijadikan acuan, yaitu 
pendekatan manhaji (metodologis).
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Sistem dan prosedur penetapan fatwa diatur dengan rumusan 
sebagai berikut :  
a. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih 
dahulu  dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim 
khusus sekurang-kurangya seminggu sebelum disidangkan. 
b. Mengenai masalah yang telah jelas hukumya (qaṭh’i) hendaklah komisi 
menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah 
diketahui ada nashnya dari al-Qur’an dan Sunnah, 
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c. Dalam masalah yang menjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka 
yang difatwakan adalah hasil seleksi setelah memperhatikan hasil 
perbandingan (muqāranat) hukum agama (fiqh). Setelah melakukan 
pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan 
pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi 
menetapkan fatwa dengan ketentuan yang berlaku.
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C. Prosedur Sertifikasi Halal 
1. Pengertian Sertifikasi Halal 
Pengertian Sertifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
proses atau prosedur atau serangkaian proses yang merujuk pada kejadian 
atau peristiwa sehingga (untuk) seseorang atau lembaga mendapatkan 
sertifikat atau piagam. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk 
memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan 
bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar 
Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia.
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Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 
Tentang Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal adalah pengakuan 
kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara 
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Jaminan Produk Halal (BPJH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan 
oleh Majelis Ulama Indonesia.
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Produk halal adalah produk pangan, produk lainnya yang tidak 
mengandung unsur atau barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi, 
digunakan, atau dipakai oleh umat Islam baik yang menyangkut bahan 
baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk 
bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetik dan iradasi 
yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.
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Pemegang Sertifikat Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab 
untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini 
tidak dapat dipindah tangankan. Sertifikat yang sudah berakhir masa 
berlakunya, termasuk fotocopynya tidak boleh digunakan atau dipasang 
untuk maksud-maksud tertentu. Sertifikat halal adalah syarat untuk 
mencantumkan kehalalan suatu produk sehingga produk olahan tersebut 
aman untuk dikonsumsi.
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2. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Halal 
Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan 
melaksanakan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Keberadaan LPPOM MUI dapat 
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membantu masyarakat mempermudah dalam menemukan produk olahan 
yang halal. LPPOM MUI ini untuk mengeluarkan legistimasi halal berupa 
sertifikasi halal bagi produsen yang telah lulus audit. Dengan 
dikeluarkannya sertifikasi halal maka konsumen dapat memastikan produk 
halal mereka konsumsi. Secara teori para pemeluk agama Islam 
merupakan motivasi menentukan makanan halal dan terwakili dengan 
adanya sertifikasi halal.
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Tujuan dari sertifikasi halal ini ialah memberikan kepastian status 
kehalalan suatu produk atau makanan, dengan begitu konsumen tidak 
perlu takut ataupun khawatir terhadap apa yang dikonsumsi sehingga 
dapat menentramkan batin konsumen. Dengan tujuan tersebut sertifikasi 
halal merupakan salah satu cara melindungi konsumen muslim yang telah 
sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketentuan halal 
bagi umat Islam dalam mengkonsumsi makanan meliputi berbagai aspek 
diantara lain aspek dari bahan baku, aspek tata cara memproduksinya, 
aspek tata cara menyajikan, hingga aspek tata cara mengkonsumsinya.
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Manfaat sertifikasi halal yaitu meraih keberkahan, melindungi 
konsumen, memperoleh citra yang positif, produk otomatis memiliki 
sistem, lebih siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), 
                                                            
68 Muchith A. Karim, ED, Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengkonsumsi 
Produk Halal, hlm. 4. 
69 Ibid.  
43 
 
memberi ketenangan batin bagi konsumen.
70
 Adapun pentingnya 
sertifikasi halal antara lain: 
a. Menjelaskan atau melegalkan produk sesuai dengan syari;ah dan 
memberikan syariat hukum. Dengan kata lain memberikan legalitas 
resmi dari produsen kepada konsumen. 
b. Melindungi konsumen dan produsen dari konsumsi barang haram dan 
mencegah produsen memproduksi barang haram karena adanya 
pengawasan. 
c. Menentramkan umat yakni dengan memberikan hak kepada umat 
untuk mengkonsumsi barang halal sesuai yang disyariatkan oleh 
agama Islam.
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3. Prosedur Sertifikasi Halal  
Bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM 
MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong 
Hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran 
sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini 
adalah tahapan yang harus dilewati perusahaan yang akan mendaftar 
proses sertifikasi halal:
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a. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan 
Sistem Jaminan Halal. 
Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang 
tercantum dalam HAS (Halal Assurance System) 23000. Selain itu, 
perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan 
LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online 
(e-training). 
b. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) 
Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan 
pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, 
penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, 
pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan 
internal audit dan kaji ulang manajemen. 
c. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal 
Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk 
sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen 
bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual 
SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti 
sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit 
internal. 
d. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data) 
Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem 
melalui website www.e-lppommui.org. Perusahaan harus membaca 
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user manual terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi 
halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai 
selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI. 
e. Melakukan monotoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi 
Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus 
melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. 
Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk 
mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran 
akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad, membayar biaya 
akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan 
pembayaran dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email 
ke : bendaharalppom@halalmui.org. 
f. Pelaksanaan audit 
Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos 
pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua 
fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi. 
g.  Melakukan monotoring pasca audit 
Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus 
melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan 
dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada 
hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan. 
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h. Memperoleh sertifikasi halal 
Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk 
softcopy. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM 
MUI dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal 
berlaku selama 2 (dua) tahun. 
4. Aturan/ketentuan yang ditetapkan MUI bagi penerima sertifikat halal 
Aturan yang telah dibuat dan ditetapkan tertuang dalam Kebijakan 
dan Prosedur Sistem Jaminan Halal/HAS 23000. Sistem Jaminan Halal 
adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan 
dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya 
manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses 
produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI.
73
 
 Kriteria Sistem Jaminan Halal yaitu :
74
 
a. Kebijakan Halal adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk 
halal secara konsisten, sesuai dengan proses bisnis perusahaan. 
b. Tim Manajemen Halal adalah sekelompok orang yang bertanggung 
jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan di 
perusahaan. 
c. Pelatihan adalah kegiatan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan 
sikap untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. 
d. Bahan yang digunakan dalam proses produksi meliputi bahan baku, 
bahan tambahan dan bahan penolong. 
                                                            
73 Modul Pelatihan Sistem Jaminan Halal Majelis Ulama Indonesia. 
74 Ibid., hlm. 46  
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e. Produk pada industri pengolaha adalah produk yang didaftarkan untuk 
sertifikat halal, baik berupa produk retail, non retail, produk akhir, 
produk antara. Sedangkan produk pada restoran/katering adalah semua 
produk menu yang disajikan, baik dibuat sendiri oleh perusahaan 
maupun menu yang dibeli dari pihak lain (menu titipan) termasuk 
menu musiman dan menu ekstra. 
f. Fasilitas produksi, semua lini produksi peralatan pembantu yang 
digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri atau 
menyewa dari pihak lain mencakup bangunan, ruangan, mesin, 
peralatan pembantu, sejak penyiapan bahan, proses utama, hingga 
penyimpanan produk harus digunakan untuk produk yang halal. 
g. Prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, prosedur tertulis adalah tata 
cara/panduan pelaksanaan suatu aktivitas yang dibakukan dapat berupa 
prosedur/SOP (Standard Operating Procedure), intruksi kerja, 
spesifikasi, standar, jadwal, internal memo, checlist atau bentuk 
panduan kerja yang lain.  
Sedangkan aktivitas kritis adalah aktivitas pada rantai proses 
produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk. 
contohnya seleksi bahan baru, pembelian bahan, formulasi produk, 
pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian fasilitas produksi dan 
peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan, transportasi, 
pemanjangan, penyembelihan hewan. 
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h. Kemampuan telusur, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis 
yang menjamin ketelusuran produk yang disertifikasi. Maksud 
ketelusuran, selalu dapat dibuktikan bahwa produk yang disertifikasi 
berasal dari bahan yang disetujui (termasuk jika ada pengkodean 
bahan/produk) dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria 
1) Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, perusahaan 
harus mempunyai prosedur untuk menangani produk yang tidak 
memenuhi kriteria yang memuat definisi yang tepat tentang produk 
dan cara penangananannya. Produk yang tidak memenuhi kriteria 
dapat diidentifikasi dari audit internal, audit pemasok, pemeriksaan 
mutu produk rutin atau analis laboratorium. 
2) Audit internal, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit 
internal. Audit internal harus dilakukan setidaknya dua kali dalam 
setahun. Pelaksanaan audit internal dapat diitegrasikan dengan 
audit sistem lainnya (jadwal, personel, check list).  
i. Kaji ulang manajemen adalah evaluasi efektivitas pelaksanaan sistem 
jamnan halal yang diberlakukan oleh manajemen. Perusahaan harus 
mempunyai prosedur tertulis kaji ulang manajemen harus diberlkukan 
setidaknya sekali dalam setahun. 
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D. LPPOM MUI Yogyakarta 
1. Sejarah, Visi, Misi LPPOM MUI Yogyakarta 
a. Sejarah LPPOM Yogyakarta75 
LPPOM MUI Provinsi DIY pertama kali dibentuk dan bertugas 
pada tahun 2001. Kantor sekretariat LPPOM MUI Provinsi 
DIY  terletak di Jl. Kapas No. 3, Semaki, Yogyakarta 55166. LPPOM 
Provinsi DIY dapat pula dikontak melalui telepon 0274-586021, atau 
melalui alamat email : lppommui_diy@yahoo.com. 
LPPOM adalah singkatan dari Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat, dan Kosmetika. LPPOM ini adalah suatu lembaga yang dibentuk 
oleh MUI dengan tugas mengaudit perusahaan yang menghendaki 
Sertifikat Halal dari MUI. 
LPPOM adalah lembaga khusus yang ditugaskan oleh MUI 
berdasarkan perundang-undangan resmi, yaitu : 
1) UU No. 7/1996 tentang Pangan dan Penjelasannya; jo. UU No. 
18/2012 tentang Pangan. 
2) UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 
3) UU No.  8/1999 tentang Perlindungan Konsumen; 
4) PP No.69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Penjelasannya; 
serta 
5) Piagam Kesepakatan Menteri Agama, MUI, dan Menteri 
Kesehatan pada Tahun 1996. 
                                                            
75 http://halal-diy.org/profil.html, diakses pada tanggal 30 Mei 2019 Pukul 11.00 WIB. 
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Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, LPPOM MUI-lah yang 
mendapat amanah dan berwenang melaksanakan tugas auditing Halal 
tersebut. 
1) Profil Lembaga LPPOM MUI Yogyakarta76 
Nama  : Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan   
Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia 
Alamat  : Jalan Kapas I No. 1 Semaki. Yogyakarta 55156. 
Email  : lppommui_diy@yahoo.com 
Telp/Fax : (0274) 586021 
Call Center : +62812 1212 6600 
Website : halal-diy.org 
Waktu Pelayanan : Senin-Jum’at, pukul 09.00 – 14.30 WIB 
         Sabtu, pukul 09.00 – 13.30 WIB 
2) Letak Geografis 
LPPOM MUI DIY adalah salah satu lembaga pemerintah 
yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Letaknya sangat strategis 
karena masih berada di lingkungan pusat pemerintahan kota 
Yogyakarta. Jarak tempuh LPPOM MUI dari Kampus UIN Sunan 
Kalijaga jika menggunakan sepeda motor ±15 menit melalui Jalan 
Kusumanegara. Sedangkan secara geografis batas letak LPPOM 
MUI DIY dapat dijelaskan sebagai berikut : 
 
                                                            
76 Brosur LPPOM MUI Yogyakarta 
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1) Sebelah Timur: Jalan Kapas 
2) Sebelah Selatan : Rumah warga Rt 25 Rw 07 
3) Sebelah Barat: Rumah Warga Rt 25 Rw 07 
4) Sebelah Utara: Jalan Kapas I3 
Saat ini, auditor LPPOM MUI DIY berjumlah 41 orang, 10 orang 
bergelar Profesor di bidangnya dan 21 orang di antaranya telah 
bergelar Doktor, 18 auditor bergelar Master (S2) dan selebihnya ada 2 
auditor bergelar Sarjana (S1). 
Secara lebih rinci dapat diinformasikan bahwa Auditor Halal 
LPPOM MUI DIY terdiri dari 3 orang Dosen Fakultas Syariah IAIN 
Suka (Anggota Komisi Fatwa MUI DIY), 21 orang Dosen UGM 
(Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Peternakan, 
Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas MIPA, Fakultas Biologi), 1 
orang Dosen Fakultas Farmasi UAD, 2 orang staf ahli dari Dinas 
Kesehatan Provinsi DIY, 1 orang staf ahli dari BBPOM DIY, serta 
diperkuat oleh 1 orang Dosen Fakultas Hukum UII dan 1 orang staf 
ahli dari Departemen Agama. Selain itu, pengurus akan sangat 
menghargai peranan para ahli agama yang berkenan memberikan 
masukan, kritik, serta saran yang membangun.
77
 
b. Visi LPPOM MUI Yogyakarta : menjadi lembaga sertifikasi halal 
yang amanah untuk produk pangan, obat-obatan dan kosmetika dalam 
rangka mendukung ketenangan dan ketentraman masyarakat dalam 
                                                            
77 http://halal-diy.org/profil.html, diakses pada tanggal 30 Mei 2019 Pukul 12.00 WIB. 
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mengkonsumsi dan menggunakan produk pangan, obat-obatan dan 
kosmetika.
78
 
c. Misi LPPOM MUI Yogyakarta 
1) Memberikan pelayanan sertifikasi halal kepada perusahaan-
perusahaan yang mengajukan  
2) Memberikan penyuluhan dan pendidikan halal bagi masyarakat 
berkaitan dengan kehalalan produk  
3) Melakukan kajian-kajian ilmiah dalam rangka meningkatkan mutu 
dan pelayanan sertifikasi dan pendidikan halal. Melakukan 
kerjasama dengan berbagai pihak menuju ke maslahatan 
masyarakat luas melalui kegiatan-kegiatan yang halal (sesuai 
syariah Islam) dan amanah. 
Gambar 1 
Kantor LPPOM MUI Yogyakarta 
 
 
 
Sumber : Dokumentasi LPPOM MUI di Yogyakarta 
                                                            
78 Dokumentasi LPPOM MUI Yogyakarta 
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2. Struktur Organisasi LPPOM MUI Yogyakarta 
Bagan 1 
Skema organisasi LPPOM MUI Yogyakarta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Wawancara dengan Ibu Palupi selaku Auditor LPPOM MUI 
Yogyakarta. 
 
Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural tersebut 
antara lain : 
1) Direktur 
Bertanggungjawab terhadap semua kbijakan yang dikeluarkan oleh 
LLPOM MUI DIY. Yaitu kebijakan tentang sertifikasi halal dan juga 
termasuk mekanisme-mekanisme yang ada. 
1. Direktur 
2. Wadir Bid. 
Sertifikasi 
dan 
Pengawasan 
3. Wadir Bid. 
Komunikasi, 
Kerjasama 
dan Informasi 
Kepala Divisi  
4. Divisi Litbang 
dan Saintifikasi 
5. Divisi 
Pengembangan 
SDM 
6. Sekretaris 7.  Bendahara 
Satuan Pengawas 
Keuangan Internal 
8. Staf 
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2) Wadir Bidang Sertifikasi dan Pengawasan 
Bertugas untuk penerbitan sertifikasi halal dan melakukan fungsi 
pengawasan terhadap perusahaan yang sudah menerima sertifikat 
halal. 
3) Wadir Bidang Komunikasi, Kerjasama dan Informasi 
Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk publikasi. Dalam 
hal ini teknisnya saat ini sudah menjalin kerjasama dengan RRI dan 
TVRI untuk siran. 
4) Divisi Litbang dan Saintifikasi  
Nelakukan penelitian yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi oleh 
auditor. Contohnya penelitian metode uji daging babi, lemak babi, 
rambut babi dan lain-lain. 
5) Divisi Pengembangan SDM 
Mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan. Pelatiha 
yang dilakukan antara lain : pelatihan mutu SDM auditor; peningkaan 
mutu bagi perusahaan setahun sekali; dan mematangkan struktur 
organisasi. 
6) Sekretaris 
Bertanggungjawab terhadap operasional kantor sehari-hari. Contoh 
misalnya masalah absensi karyawan, laporan mengenai perkembangan 
perusahaan yang mengajukan sertifikasi, dan lain-lain. 
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7) Bendahara  
Mengatur sirkulasi keuangan organisasi secara umum. Dalam hal ini 
bendahara dibantu oleh satuan pengawas keuangan internal yang 
bertugas untuk melakukan rekap pengawasan dari masing-masing 
penggunaan uang. 
8) Staf  
Memberikan pelayanan kepada perusahaan atau clien yang datang ke 
kantor LPPOM MUI Yogyakarta. Baik yang berkaitan dengan 
sertifikasi halal maupun keperluan yang lain. Memberikan penyuluhan 
terhadap perusahaan yang hendak mengajukan sertifikasi halal dan 
mengurus administrasinya. 
3. Prosedur Sertifikasi Halal dan Pembiayaan Pengurusan Sertifikat Halal  
1) Prosedur Sertifikasi Halal LPPOM MUI Yogyakarta 
Perusahaan dapat memperoleh formulir pendaftaran di sekretariat 
LPPOM MUI DIY di Jl. Kapas No. 3, Semaki, Yogyakarta. 
Perusahaan menyusun dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH), berisi 
uraian mengenai bagaimana cara perusahaan menjamin produksi halal 
yang berkelanjutan. Formulir pendaftaran dan dokumen SJH 
dikembalikan ke sekretariat, kemudian menunggu sampai dilakukan 
audit oleh Tim Auditor yang bertugas. Hasil audit dibahas dalam 
Sidang Internal LPPOM, dan bagi yang tidak ada masalah, selanjutnya 
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dibawa ke sidang Komisi Fatwa MUI. Setelah itu diterbitkan sertifikat 
halal.
79
 
Gambar 2 
Bagan Alir Proses Sertifikasi 
 
 
 Sumber : Dokumentasi LPPOM MUI di Yogyakarta 
                                                            
79 http://halal-diy.org/profil.html, diakses pada tanggal 30 Mei 2019 Pukul 12.15 WIB. 
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2) Biaya Sertifikat Halal 
Tabel I 
Biaya Sertifikasi 
 
Jenis 
Usaha 
Skala Usaha 
dan Biaya 
DP 1 DP 2 Pelunasan 
UKM/IKM 
>Rp.2.500.000,
- 
Rp. 
500.000 
Rp. 
2.000.000 
Rp. .............. 
Tergantung 
jarak dan 
kompleksita
s masalah 
CV 
> Sedang 
 Rp 3.000.000 
Rp. 
500.000 
Rp. 
2.000.000 
Rp. .............. 
Tergantung 
skala usaha, 
jarak dan 
kompleksita
s masalah 
> Menengah 
Rp. 3.500.000 
PT 
> Menengah 
Rp. 3.500.000 
Rp. 
500.000 
Rp. 
2.000.000 
Rp. .............. 
Tergantung 
skala usaha, 
jarak dan 
kompleksita
s masalah 
> Besar  
Rp. 5.000.000 
Sumber : Dokumentasi LPPOM MUI di Yogyakarta 
Keterangan: 
 DP I : dibayarkan saat pengambilan formulir  
 DP II : dibayarkan saat pengambilan formulir 
 Pelunasan : dibayarkan saat pengambilan sertifikat 
a. Biaya sertifikat digunakan untuk : 
1) Biaya keperlan sekretariat 
2) Biaya telepon dan listrik 
3) Biaya honor  
4) Biaya pengembangan kelembagaan SDM 
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5) Biaya rapat-rapat (Rapat auditor Rapat tenaga ahli, Rapat 
pengurus, Rapat komisi fatwa) 
6) Biaya sosialisasi, promosi (termasuk majalah jurnal halal, kajian 
ilmiah, networking) 
b. Penurunan atau reduksi biaya sertifikat halal, dengan kriteria : 
1) Perpanjangan discount 10% dengan syarat  
a) Tidak terlambat (dari tanggal kadaluarsa) 
b) Tidak melanggar aturan (ganti bahan atau penanggung jawab 
halal tanpa ijin) 
c) Atas usulan forum rapat 
2) Kortingan secara umum 
a) Atas usulan auditor atau forum rapat dengan alasan tertentu 
b) Atas persetujuan rapat atau Direktur 
c) Kesepakatan dengan Lembaga atau sosiasi resmi, terutama 
terkait biaya transportasi yang dipikul bersama
80
 
4. Bahan Makanan yang Tersertifikasi Halal oleh LPPOM MUI  
Bahan makanan yang telah bersertifikat halal dari lembaga yang 
berwenang yakni Majelis Ulama Indonesia dapat dilihat pada Acuan 
Sertifikasi Halal : HAS 23000 daftar belanja produk halal Fatwa LPPOM 
MUI Pusat Edisi No. 136 / Maret – April 2019. Daftar belanja produk 
halal berisi nama produk, nama perusahaan dan nomor sertifikasi halal 
yang terdiri dari kelompok daging dan produk daging olahan, kelompok 
                                                            
80 Dokumentasi LPPOM MUI Yogyakarta 
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ikan dan produk ikan olahan, kelompok susu dan susu olahan,kelompok 
telur dan produk telur olahan, kelompok tumbuhan dan produk tumbuhan 
olahan, kelompok tepung, pati dan produk turunan/olahannya, kelompok 
roti dan kue, kelompok nasi dan lauk pauk, kelompok mie, pasta dan 
produk olahannya, kelompok makanan ringan, dan lain-lain.
81
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                            
81 www.halalmui.org  
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BAB III 
PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA 
PADA KATERING WAHID AKIKAH  
 
 
A. Sejarah Berdiri Katering Wahid Akikah 
Aqiqoh/Aqiqah/akikah adalah salah satu ajaran Islam yang dicontohkan 
Rasulullah SAW yang perlu kita ketahui bagaimana penyelenggaraannya. Ibadah 
ini berpengaruh pada perkembangan anak dikemudian hari yang didalamnya 
mengandung hikmah yang positif. Anak yang lahir bila belum berakikah berarti ia 
masih dalam keadaan tergadai. Jika kita mempunyai sesuatu yang sangat kita 
sayangi dan banggakan, tentu kita sebagai orang tua akan berusaha semaksimal 
mungkin untuk bisa menebusnya.
82
 
Setiap orang tua pasti menginginkan agar dapat menebus anaknya yang 
masih tergadai, Sabda Rasulullah SAW 
ىَّمَُسيَو ُُهُسْأَر َُُقلُْحيَو ُِِعب ا َّسلا َُْىيَُم  ُُهْنَع َُُحبُْذت ُِِهَتقِيقَِعب  َُنَهتْزُم  َُملاُغ  ُلُك 
“Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, pada hari ketujuh disembelih hewan 
aqiqah untuknya, dicukur rambutnya dan diberi nama” (H.R. Tirmizi, Nasai, Ibnu 
Majah, dan Smirah). Akikah merupakan realisasi rasa syukur kita atas anugrah 
sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada kita.
83
 
Katering Wahid akikah adalah penyedia jasa akikah solo raya yang 
menyediakan kambing yang terjamin kualitasnya. Sejak tahun 2012, telah 
                                                            
82
 www.wahidakikah.com 
83 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 
hlm. 650. 
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dipercaya melayani banyak pelanggan dengan penyembelihan hewan akikah 
ribuan, bahkan hingga puluhan ribu ekor kambing.
84
 
Alasan konsumen memilih Katering Wahid Akikah : Halal MUI, Harga 
murah variatif, Kambing sehat dan syar’i, Nikmat bebas prengus, Gratis 
konsultasi akikah, Akikah sambil sedekah, Gratis Ongkir, Hadiah langsung, 
Program talangan akikah, Laporan akikah.
85
 
Katering Wahid Akikah, semula bernama Balai Akikah yang 
mekhususkan penyembelihan hewan jantan dengan harga Rp. 999.000 ini berdiri 
pada tahun 2009 yang didirikan oleh Bapak Supomo S.S yang saat ini menjabat 
sebagai Direktur Umum di Wahid Akikah. Kemudian Katering Wahid Akikah 
mengalami pergeseran posisi saat ini dibawah pimpinan Bapak Muchsin selaku 
Manager Umum. Beliau menjabat sejak Januari 2019 yang berusia 30 tahun. 
Katering ini mempunyai 5 Karyawan yang terdiri dari Direktur Umum, Manager 
Umum, Bagian pengantar, Bagian Produksi, dan Bagian Administrasi sedangkan 
6 karyawan bagian pemasak dan 2 penyembelihan kambing yang sudah memiliki 
sertifikasi halal oleh LPPOM MUI Yogyakarta sejak 31 Juli 2018 dengan Nomor 
Sertifikat Halal No. 12340003330718 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.
86
 
 
 
 
                                                            
84 Ibid.  
85 Brosur Wahid Akikah 
86 Muchsin, Manager Umum Katering Wahid Akikah, Wawancara Pribadi, tanggal 8 Mei 
2019, pukul 14.00 WIB. 
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B. Visi dan Misi Katering Wahid Akikah 
Visi Wahid Akikah : 
Terciptanya makanan yang syar’i dan halal agar menentramkan batin umat 
dengan menjaga konsistensi kehalalan yang telah diperoleh dari lembaga yang 
berwenang. 
Misi Wahid Akikah :  
1. membangun kepercayaan customer dan mengajak bersama dalam 
menghidupkan sunnah dan tuntunan syari’ah Islam. 
2. Menjadi perusahaan yang konsisten bergerak dari mulai proses 
penyembelihan, pemasakan, sampai pengantaran.
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C. Struktur Pengurus pada Katering Wahid Akikah 
Bagan 2 
Skema Organisasi Katering Wahid Akikah 
 
 
 
 
      
    
 
 
 
Sumber : Wawancara dengan Bapak Muchsin selaku Manager Umum di Katering 
Wahid Akikah 
                                                            
87 Muchsin, Manager Umum Katering Wahid Akikah, Wawancara pribadi, tanggal 8 Mei 
2019, Pukul 14.00 WIB. 
1. Direktur 
Umum 
2. Manager 
Umum 
4. Staff Administrasi 3. Staff Keuangan 
5. Staff Produksi 
6. Staff Pengantaran 
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Berikut Tugas Pengurus Katering Wahid Akikah : 
1. Direktur Umum bertugas : 
a. memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 
perusahaan atau institusi. 
b. memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 
bagian (manajer). 
c. menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi. 
d. menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja 
perusahaan atau institusi. 
2. Manager Umum bertugas : 
a. Memeriksa laporan keuangan, laporan penjualan, laporan kegiatan, 
atau data kinerja lain untuk mengukur produktifitas, pencapaian tujuan, 
atau menemukan bidang yang memerlukan pengurangan biaya ataupun 
peningkatan program.  
b. Mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan bisnis/departemen yang 
berhubungan dengan produksi, penghitungan harga, penjualan, atau 
penyaluran produk.  
c. Mengarahkan kegiatan administratif yang langsung terkait dengan 
pembuatan produk atau penyediaan jasa.  
d. Merencanakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan demi 
kelangsungan operasional, mengatur jadwal kerja pegawai, dan 
menetapkan peran dari tiap posisi kerja yang akan dibutuhkan.  
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e. Memantau pemasok untuk memastikan barang dan layanan yang 
disediakan efisien dan efektif, serta berada dalam batas anggaran.  
3. Staff Keuangan bertugas : 
a. melaksanakan pencatatan dan pengumpulan data-data dan atau bukti-
bukti transaksi dalam kegiatan Wahid Akikah. 
b. menyusun bukti-bukti laporan secara baik dan benar.  
c. mengklarifikasi semua transaksi yang terjadi dalam Perusahaan. 
d. menyusun dokumen-dokumen kegiatan-kegiatan akuntansi dan 
keuangan Perusahaan.  
e. menerima pembayaran/setoran tagihan dari hasil-hasil transaksi 
kegiatan usaha Perusahaan.  
f. mengklarifikasikan semua tagihan-tagihan yang timbul dan atau yang 
akan dibayarkan pada pihak luar.  
g. Bertanggung jawab serta mengatur pemasukan dan pengeluaran kas 
kecil.  
h. membukukan dan mengadministrasikan semua transaksi penerimaan 
dan pengeluaran kas Perusahaan.  
i. mengumpulkan dan mengarsipkan data-data dan atau bukti-bukti 
transaksi yang terjadi dalam Perusahaan  
4. Staff Administrasi bertugas : 
a. Mencatat serta mengecek status data penjualan mana yang telah masuk 
serta yang belum juga supaya mempermudah untuk menindaklanjuti 
kekurangannya. 
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b. Menginput data penjualan sehari-hari dengan cermat benar serta pas. 
c. Lakukan penagihan serta menindak lanjuti pengiriman data penjualan 
harian. 
5. Staff Produksi bertugas : 
a. Mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan proses produksi dan 
prosedur kualitas produk sebagaimana yang ditentukan oleh 
perusahaan yang bersangkutan; 
b. Melaksanakan pengoperasian mesin dan mengontrol proses produksi; 
c. Melaksanakan rencana produksi serta kebijakan produksi di 
perusahaan yang bersangkutan; 
6. Staff Pengantaran bertugas : 
a. Bertanggung jawab dalam mengatur pengiriman barang agar barang 
dapat terkirim tepat jumlah barang, tepat jenis barang, tepat tujuan dan 
tepat waktu.  
b. Merencanakan dan mengatur jadwal pengiriman barang ke costumer. 
c. Memastikan ketersediaan kendaraan angkutan baik internal maupun 
eksternal (ekspedisi, transporter).  
d. Memerintahkan proses muat barang ke kendaraan angkutan sesuai 
dengan prioritas.  
e. Memastikan bukti serah terima barang (Delivery Note) asli 
dikembalikan oleh pengirim barang.
88
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D. Produk Pada Ketering Wahid Akikah 
1. Masakan Kambing, seperti Gulai, Sate, Tengkeng, Rica-Rica, serta Tongseng 
dan aneka menu snack : 
Resoles Telur, Sosis Ayam, Kue Sus, Teriyaki dengan harga @ Rp. 2.000 
Kacang Oven, Agar-Agar, Lapis dengan harga @ Rp. 1.000 
2. Menyediakan Paket dengan harga Rp. 8.000, Rp. 10.000, Rp. 13.000, dan Rp. 
15.000. Namun yang sering dipesan oleh konsumen Paket dengan harga Rp. 
10.000. 
3. Dengan pilihan kambing masak (Tanpa Nasi Box) 
Tabel 2 
Harga Masakan Kambing Tanpa Nasi Box 
 
TIPE 
HARGA/EKOR Yang Didapat Pemesan 
Jantan Betina 
Jumlah 
Porsi 
Pilihan Menu 
Ke-1 
Pilihan Menu 
Ke-2 
EKSLUSIF Rp. 3.150.000 Rp. 2.250.000 155 Sate Bakar/ 
Sate Goreng/ 
Gule/ Black 
Paper/ 
Tongseng 
Gule, 
Tengkleng/ 
Rica-rica 
SUPER Rp. 2.750.000 Rp. 1.950.000 135 
C Rp. 2.400.000 Rp. 1.700.000 115 
B Rp. 1.950.000 Rp. 1.400.000 85 
A Rp. 1.600.000 Rp. 1.100.000 65 
Sumber : Dokumentasi Katering Wahid Akikah 
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Dengan pilihan Paket Nasi Box (Kambing, Masakan & Nasi Box) 
Tabel 3 
Harga Masakan Kambing Dengan Nasi Box 
 
TIPE 
Box Porsi Pribadi  Jumlah 
Porsi 
Box Porsi Keluarga 
Jantan Betina Jantan Betina 
EKSLUSIF Rp. 4.700.000 Rp. 3.800.000 155 Rp. 6.250.000 Rp. 5.350.000 
SUPER Rp. 4.100.000 Rp. 3.300.000 135 Rp. 5.450.000 Rp. 4.650.000 
C Rp. 3.550.000 Rp. 2.850.000 115 Rp. 4.700.000 Rp. 4.000.000 
B Rp. 2.800.000 Rp. 2.250.000 85 Rp. 3.650.000 Rp. 3.100.000 
A Rp. 2.250.000 Rp. 1.750.000 65 Rp. 2.900.000 Rp. 2.400.000 
Sumber : Dokumentasi Katering Wahid Akikah 
Untuk Pemesanan bisa via WA 085647007887 / 082288540000 
Untuk Pembayaran 7944444445 An Supomo / 0695928378 An Bambang 
E. SOP (Standard Operation Procedure) di Katering Wahid Akikah 
1. Tamu datang memesan masakan pada Katering Wahid Akikah yang berada di 
Jalan Tentara Pelajar RT 02 RW 11 Bolon, Colomadu, Karanganyar. 
2. Bisa juga telfon pada No. Telp (0271) 7781197/ Hp. 085647007887 atau 
melalui hotline dan marketing Wahid Akikah. 
3. Melakukan transfer uang sejumlah dengan biaya yang telah ditentukan dan 
disetujui. 
4. Menentukan tanggal dan jam pengantaran sehingga Wahid Akikah bisa untuk 
melakukan eksekusi penyembelihan kambing yang telah dipesan dan disetujui. 
5. Mengisi data shohibul agar bisa diproses pada hari pengantaran. 
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6. Untuk pemesan menu dengan menggunakan nasi box maksimal pukul 15.00 
WIB satu hari sebelum pesanan diantar. Jika lebih dari pukul 15.00 WIB 
Katering Wahid Akikah hanya bisa melayani masakan saja, berbeda dengan 
pemesan menginginkan dalam bentuk nasi box dan snack sesuai permintaan. 
7. Melakukan pengecekan (Crosscex) ulang kepada pemesan. (Apa benar 
pemesan telah memesan dengan Tipe kambing ini, dengan harga, sejumlah, 
dan di antar pada jam yang telah disetujui dalam data tersebut). 
8. Pengantaran menggunakan mobil yang telah disediakan oleh Wahid Akikah. 
Jika masih area Surakarta tidak dikenakan biaya antar/transportasi. Namun 
bila di luar Kota Surakarta akan dikenai biaya yang telah dihitung sesuai 
dengan jarak pengantaran.
89
 
F. Mekanisme Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal Ke MUI  
Proses pengajuan Sertifikasi Halal pada Katering Wahid Akikah diajukan 
oleh Bapak Bambang Marsono (Manager Umum tahun 2018) kepada MUI 
Yogyakarta dengan studi banding teman-teman Wahid Akikah dengan asalan : 
MUI Yogyakarta cepat menerbitkan sertifikat halal, jarak yang mudah di jangkau 
dengan kereta api prameks 
Proses yang dilalui oleh Katering Wahid Akikah untuk memperoleh sertifikat 
halal adalah sebagai berikut
90
: 
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90 Muchsin, Manager Umum Katering Wahid Akikah, Wawancara Pribadi, tanggal 8 Mei 
2019, pukul 14.00 WIB. 
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1. Pada bulan Maret 2018, Katering Wahid Akikah melakukan studi banding ke 
MUI Yogyakarta untuk mengikuti pelatihan sertifikasi halal yang diikuti oleh 
Bapak Dwi Mardiyanto mewakili pelatihan tersebut. 
2. Pihak Katering Wahid Akikah mengisi formulir yang telah disediakan oleh 
MUI Yogyakarta. 
3. Pada bulan April Wahid Akikah mengajukan surat sertifikasi yang berisi 
bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, serta bumbu-bumbu yang 
berkaitan dengan produknya. Kemudian melampirkan surat keterangan 
higienis makanan dari dinas kesehatan kota Karanganyar. 
4. Membayar biaya sebesar Rp. 3.500.000,- dari mulai pendaftaran hingga 
diterbitkannya sertifikat halal. 
5. Menandatangani pernyataan tentang kesediaan untuk menerima tim pemeriksa 
(audit) dari MUI Yogyakarta. 
6. Menyerahkan semua fotocopy dokumen yang dapat dijadikan jaminan atas 
kehalalan produk yang diajukan sertifikasi halalnya kepada MUI dan aslinya 
cukup diperlihatkan saja. 
7. Mengembalikan surat pengajuan sertifikasi halal dan formulir beserta seluruh 
lampirannya yang sudah diisi dengan cermat kepada MUI pada tanggal 16 
Mei 2018. 
8. MUI memeriksa semua dokumen yang dilampirkan bersama surat pengajuan 
sertifikasi halal. 
9. Permeriksaan audit ke lokasi Wahid Akikah dilakukan 30 Mei 2018 secara 
mendadak oleh MUI. 
70 
 
10. Pihak auditor memeriksa kebersihan dan kelayakan tempat, dapur, kamar 
madi, gudang, dan menayakan proses pengolahan makanan secara terperinci, 
bahan-bahan yang digunakan, penyimpanan, penyajian dan semua yang 
berkaitan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh MUI. 
11. Terhadap zat dari bahan-bahan yang digunakan baik bahan baku tidak 
dilakukan analisis laboratorium karena bahan baku berupa masakan kambing 
yang sudah memiliki sertifikat halal dari segi doa, pemotongan hingga 
pengkulitan dan menggunakan kambing yang syar’i, bahan penolong dan 
bumbu masak yang digunakan juga sudah ada label halalnya. 
12. Katering Wahid Akikah menerima sertifikat halal dari MUI Yogyakarta pada 
tanggal 31 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.  
13. Lama waktu pengurusan dari proses awal Wahid Akikah mengisi formulir 
hingga mendapatkan sertifikat adalah kurang lebih 2 bulan. 
Karena baru pertama kali mengikuti sertifikasi halal, Wahid Akikah 
belum sepenuhnya mendapat hasil yang sempurna. Pada bagian jarak antara 
kamar mandi dengan tumpu masakan hanya berjarak 4-6 meter, standarnya 
harus berjarak 8 meter dari kamar mandi tetapi hal ini tidak menjadi masalah 
dalam dalam mendapatkan sertifikat halal. Akan tetapi ketika pada saat 
pengajuan sertifikasi halal tahun 2020 Wahid Akikah diminta harus 
membenahi kekurangan yang telah diprosedurkan oleh MUI Yogyakarta 
dengan cara mengganti ruang masak/memperbaiki dapur agar tidak berdekatan 
dengan kamar mandi. 
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Gambar 4 
Pemberitahuan Terbitnya Sertifikat Halal Katering Wahid Akikah 
 
 
Sumber : Dokumentasi Katering Wahid Akikah 
 
G. Katering Wahid Akikah dalam Menjamin Kehalalan Produk 
Komitmen Katering Wahid Akikah dalam menjamin kehalalan 
produknya adalah sebagai berikut :
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1. Pada bagian penyembelihan yang dipegang oleh Bapak Didik juga 
mempunyai sertifikat halal Juleha dari LPPOM MUI Yogyakarta.  
2. Penyembelihan kambing ini disembelih secara syar’i disisi pemotongan 
kambing, tidak mentolerir kambing yang cacat dan belum cukup umur.  
3. Kemudian dari sisi doa, memotongnya menggunakan pisau yang tajam, 
menghadap ke kiblat serta menguliti kulit kambing secara syariat Islam. 
4. Terkait dengan bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang digunakan berkaitan 
dengan MUI lebih menekankan pada sisi kehalalannya. Bumbu produk 
pasaran dikhawatirkan mengandung kolagen babi, maka dari itu menjadi 
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2019, pukul 14.00 WIB. 
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fokus Wahid Akikah untuk melakukan controling kepada pihak pemasak, 
melakukan pengecekan secara berkala selama 1 bulan sekali dengan cara 
menemui juru masak untuk melihat proses secara langsung ada tidak 
bumbu-bumbu/bahan-bahan yang mengandung syubhat. 
5. Mengenai kendaraan yang dipakai untuk pengantaran menggunakan 
kendaraan yang bebas dari barang yang haram dan najis agar makanan 
tersebut tidak tercampur dan terkontaminasi dengan barang yang najis.  
H. Katering Wahid Akikah Dalam Mengikuti Ketentuan Sertifikasi  
Ketika mengikuti pelatihan sertifikasi halal telah ditetapkan beberapa 
ketentuan dalam persyaratan dan prosedur sertifikasi halal makanan. 
1. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh 
menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau 
ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Misalnya dengan menamai 
produknya bakso pocong, mie setan dan lain sebagainya. 
2. Semua produk yang digunakan untuk produksi harus tersertifikat halal dari 
MUI. Seperti kuas untuk mengoles karena dikhawatirkan bulu kuas yang 
tidak bersertifikat halal dari MUI mengandung adanya unsur babi dan 
turunannya, minyak goreng untuk menggoreng harus bersertifikat halal 
dari MUI dikhawatirkan terkandung lemak babi di dalamnya. 
3. Daging ayam, daging kambing harus berasal dari badan yang sudah 
bersertifikat halal oleh MUI karena dikhawatirkan pada saat 
penyembelihan disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT, dimatikan 
dengan cara dicekik, dipukul dan lain-lain. 
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4. Karakteristik atau profil sensori produk tidak boleh memiliki 
kecenderungan bau dan rasa yang mengarah kepada produk haram atau 
yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. 
5. Produk pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di 
Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika 
hanya didaftarkan sebagian. 
6. Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan 
produk halal yang bebas dari pencemaran.  
7. Tim manajemen halal merupakan Manajemen puncak yang harus 
menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang 
terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan 
wewenang yang jelas 
8. Transportasi yang digunakan dalam pengantaran barang maupun yang 
digunakan untuk keperluan produksi harus bebas dari bahan 
babi/turunannya. 
9. Manajer Umum pada Katering Wahid Akikah mensurvei secara langsung 
setiap 1 bulan 1 kali mengenai bumbu-bumbu, bahan-bahan yang 
digunakan dalam mengolah masakan kambing.  
Katering Wahid Akikah masih menggunakan bahan-bahan yang tidak 
bersertifikat halal Majelis Ulama Indonesia seperti minyak wijen dan garam 
yang bermerk Dangdut yang digunakan untuk mengolah gulai pada produksi 
akikah, kamar mandi yang masih berdekatan dengan tumpu masak yang 
seharusnya berjarak 8 meter, belum terbentuknya tim manajemen halal karena 
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struktur organisasi di Katering Wahid Akikah masih belum stabil artinya 
terjadi perpindahan/mutasi ke daerah lain. Namun saat perpanjangan di tahun 
2020 Katering Wahid Akikah diminta untuk membenahi kekurangan 
tersebut
92
 
                                                            
92 Muchsin, Manager Umum Katering Wahid Akikah, Wawancara Pribadi, tanggal 8 Mei 
2019, pukul 14.00 WIB. 
75 
 
BAB IV 
ANALISIS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI 
HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA 
 
A. Aturan MUI Bagi Penerima Sertifikat Halal 
Aturan yang telah ditentukan Majelis Ulama Indonesia mengenai 
sertifikasi halal yaitu tertuang dalam HAS 23000 yang menjadi rujukan 
persyaratan sertifikasi halal. Untuk persyaratan pendaftaran perusahaan harus 
menerapkan Sistem Jaminan Halal. Perusahaan harus menyusun Manual 
Sistem Jaminan Halal yang berisi implementasi atau pemenuhan kriteria 
Sistem Jaminan Halal.  
Sistem Jaminan Halal adalah sistem manajemen terintegrasi yang 
disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi 
produk sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga 
kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM 
MUI.  Adapun aturan yang telah ditentukan oleh MUI yaitu : 
1. Kebijakan Halal adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk 
halal secara konsisten, sesuai dengan proses bisnis perusahaan. 
2. Tim Manajemen Halal sekelompok orang yang bertanggung jawab 
terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan di 
perusahaan. 
3. Pelatihan adalah kegiatan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap 
untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. 
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4. Bahan mencakup bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong. 
a. Bahan baku dan bahan tambahan merupakan bahan yang 
digunakan dalam pembuatan produk dan menjadi bagian dari 
komposisi produk. 
b. Bahan penolong merupakan bahan yang digunakan untuk 
membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi 
produk. 
Contoh : pelarut, katalis, refining/bleaching agent, enzim, air untuk 
mencuci, kuas untuk mengoles kue/masakan sate. 
 Kriteria bahan yang digunakan untuk proses produksi : 
a. Bahan tidak boleh berasal dari bahan haram/najis. 
b. Bahan bebas dari kontaminasi bahan haram/najis. 
c. Bahan yang merupakan produk mikrobial harus memenuhi 
persyaratan. 
d. Persyaratan alkohol/etanol dan hasil sampingannya. 
e. Bahan untuk luar produksi. 
f. Bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang 
cukup. 
g. Mekanisme untuk menjamin keberlakuan dokumen pendukung 
bahan. 
5. Produk pada industri olahan merupakan produk yang didaftarkan untuk 
sertifikasi halal, baik berupa produk retail, non retail, produk akhir, produk 
antara (intermediet). Produk pada retoran/katering merupakan semua menu 
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yang disajikan, baik dibuat sendiri oleh perusahaan maupun menu yang 
dibeli dari pihak lain (menu titipan, rekanan), termasuk menu musiman 
dan menu ekstra. 
6. Fasilitas Produksi, semua lini produksi dan peralatan pembantu yang 
digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri atau menyewa 
dari pihak lain mencakup bangunan, ruangan, mesin, peralatan pembantu 
sejak penyiapan bahan, proses utama, hingga penyimpanan produk. 
7. Prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, prosedur tertulis adalah tata 
cara/panduan pelaksanaan suatu aktivitas yang dibakukan dapat berupa 
prosedur/SOP (Standard Operating Procedure), intruksi kerja, spesifikasi, 
standar, jadwal, internal memo, checlist atau bentuk panduan kerja yang 
lain.  
Sedangkan aktivitas kritis adalah aktivitas pada rantai proses 
produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk. 
contohnya seleksi bahan baru, pembelian bahan, formulasi produk baru, 
pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian fasilitas produksi dan 
peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan, transportasi, 
pemanjangan, penyembelihan hewan. 
8. Kemampuan telusur, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang 
menjamin ketelusuran produk yang disertifikasi. Maksud ketelusuran, 
selalu dapat dibuktikan bahwa produk yang disertifikasi berasal dari bahan 
yang disetujui (termasuk jika ada pengkodean bahan/produk) dan 
diproduksi difasilitas yang memenuhi kriteria. 
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9. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, perusahaan harus 
mempunyai prosedur untuk menangani produk yang tidak memenuhi 
kriteria yang memuat definisi yang tepat tentang produk dan cara 
penangananannya. Produk yang tidak memenuhi kriteria dapat 
diidentifikasi dari audit internal, audit pemasok, pemeriksaan mutu produk 
rutin atau analis laboratorium. 
Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria  
a. Cara menangani produk yang tidak memenuhi kriteria : 
1) Tidak dijual ke konsumen yang membutuhkan produk halal. 
a) Dapat berupa pemusnahan produk, penjualan untuk tujuan non 
pangan, penjualan ke negara non muslim dan lainnya. 
b) Khusus restoran/katering, harus dimusnahkan. 
2) Jika terlanjur dijual, maka produk harus ditarik. 
b. Produk  yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diproses ulang 
(rework), down grade atau direformulasi. 
c. Bukti penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria harus 
dipelihara. 
10. Audit internal, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit 
internal. Audit internal harus dilakukan setidaknya dua kali dalam setahun. 
Pelaksanaan audit internal dapat diitegrasikan dengan audit sistem lainnya 
(jadwal, personel, check list).  
11. Kaji ulang manajemen adalah evaluasi efektivitas pelaksanaan sistem 
jaminan halal yang diberlakukan oleh manajemen. Perusahaan harus 
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mempunyai prosedur tertulis kaji ulang manajemen harus diberlkukan 
setidaknya sekali dalam setahun.
1
 
B. Analisis Pelaksanaan Aturan MUI Pada Katering Wahid Akikah 
Tabel IV 
Perbandingan Aturan MUI Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal Katering 
Wahid Akikah 
 
No. Aturan MUI 
Penerapan  Pada 
Katering Wahid Akikah 
Tindak Lanjut 
1 Kebijakan Halal Adanya kebijakan mutu di 
Katering Wahid Akikah 
untuk menghasilkan 
produk halal secara 
konsisten. 
Kebijakan halal 
disosialisasikan ke seluruh 
pemangku kepentingan 
perusahaan melalui poster, 
memo internal. 
2 Tim Manajemen 
Halal 
Adanya manajemen mutu 
yang merupakan karyawan 
tetap dan semua karyawan 
di Katering Wahid Akikah 
muslim. 
Menambah karyawan agar 
tidak terjadi kekurangan 
tim ketika salah satu orang 
dimutasi/dipindah 
tempatkan. 
3 Pelatihan Adanya pelatihan internal 
maupun eksternal yang 
terjadwal oleh Katering 
Wahid Akikah dan 
dilengkapi dengan SOP 
 Pelatihan eksternal 
dilaksanakan secara 
terjadwal minimal dua 
tahun sekali atau jika 
terapat pergantian tim 
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No. Aturan MUI 
Penerapan  Pada 
Katering Wahid Akikah 
Tindak Lanjut 
(Standard Operating 
Procedure) aspek halal. 
manajemen halal. 
 Pelatihan internal 
dilaksanakan secara 
terjadwal minimal 
setahun sekali. 
4 Bahan  Bahan yang digunakan 
Katering Wahid Akikah 
masih menggunakan bahan 
yang tidak bersertifikat 
halal dari Majelis Ulama 
Indonesia. Bahan tersebut 
yakni minyak wijen yang 
digunakan sebagai bumbu 
rempah masakan gulai dan 
garam yang bermerk 
Dangdut yang digunakan 
Sebaiknya Katering Wahid 
Akikah menggunakan 
bahan-bahan yang sudah 
bersertifikasi halal dari 
Majelis Ulama Indonesia. 
Agar tidak terjadi 
kekhawatiran mengandung 
unsur babi dan turunannya 
5 Produk  Merk/nama produk pada 
Katering Wahid Akikah 
tidak menggunakan nama 
yang mengarah pada 
sesuatu yang diharamkan 
Nama produk sudah sesuai 
kriteria. 
 Tidak menggunakan 
nama minuman 
beralkohol. Misal 
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No. Aturan MUI 
Penerapan  Pada 
Katering Wahid Akikah 
Tindak Lanjut 
atau ibadah yang sesuai 
dengan syariah Islam. 
rootbeer,  
 Tidak menggunakan 
nama babi dan anjing. 
Misal hot dog. 
Tidak menggunakan nama 
setan. Misalnya : Es 
Pocong, Biskuit Natal. 
6 Fasilitas 
Produksi  
Ditemukan kesenjangan 
jarak antara kamar mandi 
dengan tumpu masak 
masih berjarak 4 meter 
seharusnya umumnya 
berjarak 8 meter. 
Untuk perpanjangan 
sertifikasi halal berikutnya 
Katering Wahid Akikah 
diminta untuk memperbaiki 
jarak kamar mandi dengan 
tumpu masak. 
7 Prosedur tertulis 
untuk aktivitas 
kritis 
Katering Wahid Akikah 
sudah mempunyai prosedur 
aktivitas kritis dan telah 
disosialisasikan kepada 
semua pihak yang terlibat 
baik pemasak maupun 
penyembelih. 
Mengembangkan prosedur 
yang telah ditulis dan 
diterapkan di Katering 
Wahid Akikah. 
8 Kemampuan Sudah tersedia SOP Mengembangkan dan 
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No. Aturan MUI 
Penerapan  Pada 
Katering Wahid Akikah 
Tindak Lanjut 
Telusur (Standard Operating 
Procedure) 
menjaga SOP (Standard 
Operating Procedure) 
9 Penanganan 
produk yang 
tidak memenuhi 
kriteria 
 
Produk yang tidak 
memenuhi kriteria seperti 
contoh hewan yang 
disembelih cacat, belum 
cukup umur tidak 
diikutsertakan dalam 
produk yang dijual kepada 
konsumen. 
 
 Penanganan produk 
yang tidak memenuhi 
kriteria di area produksi 
yaitu produk 
dipisahkan untuk 
menghindari terjadinya 
kontaminasi silang 
dengan bahan/produk 
halal, selanjutnya 
produk akan 
dimusnahkan. 
 Bila produk yang tidak 
memenuhi kriteria 
sudah terlanjur dijual, 
maka produk tersebut 
akan ditarik kembali. 
10 Audit Internal Audit internal dilakukan 
oleh Katering Wahid 
Akikah secara terjadwal 
Dilakukan dengan 
melengkapi jadwal dan 
checklist. 
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No. Aturan MUI 
Penerapan  Pada 
Katering Wahid Akikah 
Tindak Lanjut 
setiap 6 bulan sekali. 
11 Kaji ulang 
manajemen 
Kaji ulang dilakukan 
Katering Wahid Akikah 
selama 1 tahun sekali di 
akhir tahun dengan 
melengkapi input kaji 
ulang manajemen dengan 
aspek halal, termasuk 
melengkapi format notulen 
kaji ulang manajemen. 
Dilakukan satu tahun sekali 
atau lebih sering jika 
diperlukan, yang dihadiri 
oleh seluruh pemangku di 
Katering Wahid Akikah. 
Sumber : Hasil Wawancara dengan Bapak Muchsin Manager Umum Wahid 
Akikah dan Ibu Palupi selaku Auditor di LPPOM MUI Yogyakarta. 
 
C. Analisis Tingkat Kepatuhan Katering Wahid Akikah Terhadap Aturan 
MUI 
Berdasarkan analisis aturan sertifikasi halal setelah produk yang dihasilkan 
tersebut mengalami pemeriksaan yang seksama oleh LPPOM dan disidangkan 
dalam Komisi Fatwa MUI. Sertifikat ini merupakan syarat untuk 
mencantumkan label halal. Kenyataan yang ada dilapangan, bahwa sertifikat 
halal ini dapat dikeluarkan apabila ada permintaan dan kerelaan para produsen 
untuk diperiksa proses produksinya. 
Dari 11 aturan yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia, Katering 
Wahid Akikah telah menjalankan aturan tersebut namun dalam penggunaan 
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bahan dan fasilitas produksi belum sepenuhnya Katering Wahid Akikah 
melaksanakan ketentuan tersebut. Jika tetap menggunakan bahan yang tidak 
bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, seharusnya mencari bahan 
yang bersertifikat halal agar tidak menimbulkan kekhawatiran dalam 
berproduksi. Pada fasilitas produksi masih terdapat kendala jarak antara kamar 
mandi dengan tumpu masak yang masih berdekatan. Seharusnya jarak antara 
kamar mandi dengan tumpu masak berjarak 8 meter dalam ketentuan/aturan 
MUI guna menghindari kontaminasi/pencemaran udara dengan masakan 
olahan yang telah diproduksi.
2
 
Ketika penulis melakukan observasi dengan narasumber yang bernama Ibu 
Rumiyati, beliau memaparkan bahwa bahan yang digunakan untuk mengolah 
gulai yaitu minyak wijen yang tidak bersertifikat halal dari Majelis Ulama 
Indonesia. Sedangkan bahan lainnya yaitu garam yang bermerk Dangdut yang 
digunakan sebagai tambahan penyedap masakan dengan alasan dari segi harga 
lebih murah dan terjangkau.
3
 
Padahal ketika penulis mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal di 
LPPOM MUI, pembicara dari pihak narasumber MUI yang bernama Bapak 
Imron menjelaskan bahwa makanan yang diolah dengan adanya tambahan 
bahan harus bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Berbeda dengan 
garam yang berada di laut tanpa melakukan pengolahan tidak diperlukan 
sertifikasi halal. Apabila garam tersebut diolah menjadi garam dapur 
                                                            
2 Palupi, Wawancara Pribadi, tanggal 3 Januari 2019. Pukul 10.25 WIB. 
3 Observasi dengan Rumiyati selaku pengolah masakan di Katering Wahid Akikah 
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diperlukan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia karena adanya 
penambahan bahan di dalam campuran tersebut.
4
 
D. Respon MUI Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal MUI di Katering 
Wahid Akikah 
Respon yang diberikan MUI terhadap kepatuhan di Katering Wahid 
Akikah, bila suatu perusahaan telah menjalin komitmen dengan lembaga yang 
berwenang dalam rangka kesejahteraan bersama seharusnya mau tidak mau 
produsen tersebut mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Pemegang 
sertifikat halal dihimbau bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan 
produk yang diproduksinya dan sertifikat halal ini tidak dapat 
dipindahtangankan.
5
 
Dengan adanya sertifikat halal berpotensi menangkal isu-isu negatif yang 
dapat mempengaruhi penjualan. Sertifikat halal dinilai tepat untuk 
memberikan rasa nyaman dan rasa aman bagi konsumen yang mayoritas 
muslim. Sebelum bersertifikat halal LPPOM MUI, banyak konsumen 
mempertanyakan kehalalan suatu produk. Perusahaan merasa kesulitan untuk 
meyakinkan konsumen dalam aspek ini. Namun, setelah mendapat sertifikat 
halal dari lembaga yang berwenang, secara langsung telah mampu menjawab 
dan meyakinkan keraguan konsumen. Sedangkan bagi perusahaan, sertifikat 
                                                            
4 Observasi dengan Imron di LPPOM MUI di Yogyakarta. 
5 Palupi, Wawancara Pribadi, tanggal 3 Januari 2019. Pukul 10.25 WIB. 
 
86 
 
halal dapat menjaga kredibilitas, komitmen dan kepercayaan publik terutama 
mayoritas beragama Islam.
6
 
Untuk itu, konsumen dihimbau untuk meneliti dan memilih produk yang 
akan dikonsumsinya secara seksama. Sebagai konsumen, khususnya 
konsumen muslim, kesalahan dalam memilih suatu produk yang 
dikonsumsinya dapat berujung pada kerugian lahir dan batin. Secara lahir, 
produk yang mengandung bahan berbahaya akan berdampak merugikan bagi 
kesehatan. Secara lahir, produk yang mengandung bahan berbahaya akan 
berdampak merugikan bagi kesehatan. Sedangkan secara batin, mengonsumsi 
produk tidak halal akan berdosa. Oleh karena itu, konsumen perlu sekali 
memahami informasi tentang produk yang dikonsumsinya, sehingga 
keputusan untuk mengkonsumsi suatu produk tertentu semata-mata karena 
tergiur dengan kemasan yang menarik, iklan yang bombastis atau harga yang 
murah.
7
 
Berdasarkan dari uraian di atas respon yang diberikan MUI untuk 
penggunaan bahan usahakan pada saat memproduksi masakan, mengolah 
hingga memasarkan barang kepada konsumen memakai alat dan bahan yang 
sudah disertifikasi oleh MUI. Sedangkan fasilitas produksi yakni jarak kamar 
mandi yang berdekatan dengan tumpu masak, untuk perpanjangan masa 
berlaku sertifikat halal pada berikutnya tanggal 31 Juli 2020 (sebelum masa 
berlaku sertifikat habis) Katering Wahid Akikah diharuskan memperbaiki 
jarak tersebut/mengganti ruang agar tidak berdekatan dengan proses produksi. 
                                                            
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Pembahasan mengenai Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal 
Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus pada Katering Wahid Akikah di 
Karanganyar) telah diuraikan diatas. Dari uraian tersebut, penulis 
menyimpulkan bahwa : 
1. Prosedur sertifikasi halal telah dilakukan oleh Katering Wahid Akikah 
dengan cara memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti 
pelatihan Sistem Jaminan Halal, menerapkan Sistem Jaminan Halal 
(SJH), menyiapkan dokumen sertifikasi halal, melakukan pendaftaran 
sertifikasi halal (upload data), melakukan monotoring pre-audit dan 
pembayaran akad sertifikasi, pelaksanaan audit, melakukan 
monotoring pasca audit, memperoleh sertifikasi halal. Proses tersebut 
dilakukan pada bulan Maret 2018 hingga Juli 2018 untuk mendapatkan 
sertifikasi halal dari LPPOM MUI Yogyakarta dengan keseluruhan 
biaya Rp. 3.500.000,- dari mulai pendaftaran hingga diterbitkannya 
sertifikat halal. Berakhirnya sertifikat halal Katering Wahid Akikah 
pada tanggal 31 Juli 2020. 
2. Ketentuan Katering Wahid Akikah dalam mejalankan aturan Majelis 
Ulama Indonesia menggunakan pedoman HAS (Halal Assurance 
System) 23000 dengan 11 aturan yang telah ditetapkan oleh Majelis 
Ulama Indonesia. 11 aturan tersebut yaitu Kebijakan Halal, Tim 
Manajemen Halal, Pelatihan, Bahan, Produk, Fasilitas Produksi, 
Prosedur Tertulis untuk aktivitas Kritis, Kemampuan Telusur, 
Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria, Audit Internal, 
Kaji Ulang Manajemen. Katering Wahid Akikah belum sepenuhnya 
menerapkan aturan tersebut. Dari segi penggunaan bahan, masih 
memakai bahan berupa minyak wijen dan garam merk Dangdut  yang 
belum bersertifikat halal dengan alasan karena harga lebih murah dan 
terjangkau. Seharusnya pemasak harus mempersiapkan bahan-bahan 
yang dibutuhkan dalam jumlah banyak ketika akan melakukan proses 
pengolahan masakan. Dari segi fasilitas produksi, Katering Wahid 
Akikah harus memperbaiki/merenovasi ruangan agar jarak antara 
kamar mandi dengan tumpu masak agar tidak berdekatan dan bisa 
berjarak 8 meter sesuai dengan aturan MUI. 
3. Respon yang diberikan MUI kepada Katering Wahid Akikah yakni 
MUI menghimbau untuk menggunakan bahan-bahan yang bersertifikat 
halal. Karena Katering Wahid Akikah telah menjalin komitmen untuk 
kesejahteraan bersama dengan lembaga yang berwenang dalam 
penerbitan sertifikat halal. Katering Wahid Akikah tetap memperoleh 
sertifikat halal. Namun, saat perpanjangan masa berlaku sertifikat halal 
sebelum tanggal 31 Juli 2020 (masa berlaku sertifikat habis) harus 
memperbaiki/merenovasi ruangan tersebut. Adapun sanksi yang bagi 
pemilik sertifikat yang tidak menggunakan bahan yang bersertifikat 
halal yakni berupa teguran, surat peringatan, pencabutan sertifikat 
halal. 
B. SARAN 
Dengan beberapa uraian di atas, maka selanjutnya penulis memberikan 
saran-saran untuk meningkaatkan dan mengembangkan Kepatuhan 
Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal yaitu : 
1. Konsumen terutama beragama muslim harus dilindungi dari konsumsi 
yang tidak halal, oleh karena itu perlu diadakannya pengurusan 
sertifikasi halal oleh produsen/perusahaan makanan agar konsumen 
lebih merasa terlindungi dan tidak merasa dirugikan kepentingannya. 
2. Perlunya sosialisasi yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia kepada 
masyarakat luas mengenai sertifikasi halal khususnya kepada produsen 
makanan/perusahaan agar menghasilkan produk yang halal demi 
kesejahteraan bersama. Serta perlu adanya pengawasan yang dilakukan 
oleh LPPOM MUI Yogyakarta kepada produsen yang telah memiliki 
sertifikat halal. 
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LAMPIRAN 1 
JADWAL PENELITIAN 
N
o 
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stus  
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an 
Proposal 
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i 
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Proposal 
     X X                
4 Pengump
ulan Data 
       X X X X X X          
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Data 
         X X X X X         
6 Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi 
              X        
7 Pendaftar
an 
Munaqas
yah 
               X       
8 Munaqas
yah 
                   X   
9 Revisi 
Skripsi 
                    X X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
A. Daftar Pertanyaan Untuk Manager Katering Wahid Akikah di 
Karanganyar 
1. Bagaimana sejarah Katering Wahid Akikah? 
2. Berapa lama bapak menjabat? 
3. Sejak kapan Katering Wahid Akikah memperoleh sertifikat halal? 
4. Apa komitmen yang harus dijaga ketika sudah mempunyai sertifikat halal? 
5. Bagaimana prosedur mengajukan sertifikat halal kepada MUI? 
6. Apa saja syarat/dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan proses 
sertifikasi? 
7. Berapa bulan Katering Wahid Akikah bisa menyelesaikan prosedur 
sertifikasi ini? 
8. Apa yang menjadi kendala saat pengajuan sertifikasi halal? 
9. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan pada saat mengajukan sertifikasi 
halal? 
10. Apa yang membedakan sebelum dan sesudah mendapat sertifikat halal 
dari MUI? Dari segi pendapatan? Popularitas?  
11. Bagaimana cara bapak menjamin kehalalan produk pada usaha Katering 
ini? 
 
 
 
 
B. Daftar Pertanyaan Untuk LPPOM MUI 
1. Apa jabatan ibu di LPPOM MUI Yogyakarta? 
2. Sudah berapa lama ibu menjabat pada jabatan bapak? 
3. Apakah ada peraturan/ fatwa yang mewajibkan semua makanan olahan 
harus berlabel halal dari MUI? 
4. Bagaimana prosedur pemberian sertifikat halal dari MUI? 
5. Apa saja syarat-syarat yang harus dilengkapi ketika kita mengajukan 
sertifikasi halal? 
6. Kendala apa saja yang ibu temui ketika podusen mengajukan sertifikasi 
halal? 
7. Kapan bisa diterbitkan sertifikat halal oleh MUI & sampai kapan masa 
berlaku sertifikat tersebut? 
8. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan produsen sejak dari 
pendaftaran hingga keluar sertifikat halal? 
9. Apakah LPPOM MUI mewajibkan perusahaan yang sudah bersertifikat 
halal dalam pengunaan semua bahan untuk mengolah makanan berlabel 
halal dari MUI? 
10. Bagaimana jika ada produsen yang sudah memiliki sertifikat halal 
menggunakan bahan yang belum bersertifikat halal?  
11. Adakah produsen yang memiliki sertifikat halal oleh MUI yang tidak 
menjalankan ketentuan yang telah ditentukan? 
12. Bagaimana respon yang yang diberikan MUI terhadap produsen makanan 
yang belum sepenuhnya menggunakan bahan yang tidak berlabel halal 
oleh MUI? 
 
C. Daftar Pertanyaan Untuk Ibu Rumiyati Pengolah Masakan di Katering 
Wahid Akikah 
1. Sejak kapan  ibu bekerja sebagai pengolah makanan di Katering  
Wahid Akikah? 
2. Adakah  perbedaan pesanan ketika sebelum dan sesudah mendapatkan 
sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia? 
3. Adakah alat/bahan yang digunakan untuk keperluan produksi bahan yang 
tidak bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia? 
4. Adakah kekhawatirkan jika ibu menggunakan kuas bulu mengandung bulu 
babi? 
5. Adakah kunjungan dari MUI untuk mensurvei langsung proses pengolahan 
produksi? 
 
D. Daftar pertanyaan untuk konsumen Katering Wahid Akikah 
1. Darimana anda mengetahui Katering Wahid Akikah? 
2. Apa yang menarik dari Katering Wahid Akikah? 
3. Bagaimana pendapat anda ketika membeli makanan yang sudah 
bersertifikasi halal? 
 
LAMPIRAN 3 
Transkrip Wawancara 
A. Wawancara dengan Bapak Muchsin selaku Manager Katering Wahid 
Akikah 
1. Saya  : Bagaimana sejarah Katering Wahid Akikah? 
Bp Muchsin : Katering Wahid Akikah, semula bernama Balai Akikah 
yang mekhususkan penyembelihan hewan jantan dengan 
harga Rp. 999.000 ini berdiri pada tahun 2009 yang 
didirikan oleh Bapak Supomo S.S yang saat ini menjabat 
sebagai Direktur Umum di Wahid Akikah. Kemudian 
Katering Wahid Akikah mengalami pergeseran posisi saat 
ini dibawah pimpinan Bapak Muchsin selaku Manager 
Umum. Beliau menjabat sejak Januari 2019 yang berusia 
30 tahun. Katering ini mempunyai 5 Karyawan yang terdiri 
dari Direktur Umum, Manager Umum, Bagian pengantar, 
Bagian Produksi, dan Bagian Administrasi sedangkan 6 
karyawan bagian pemasak dan 2 penyembelihan kambing 
yang sudah memiliki sertifikasi halal oleh LPPOM MUI 
Yogyakarta sejak 31 Juli 2018 dengan Nomor Sertifikat 
Halal No. 12340003330718 dan berakhir pada tanggal 31 
Juli 2020. 
2. Saya  : Berapa lama bapak menjabat? 
Bp. Muchsin : Sampai saat ini sudah 10 bulan.  
3. Saya  : Sejak kapan Katering Wahid Akikah memperoleh   
sertifikat halal? 
Bp. Muchsin : Juli 2018, pada bulan Maret Katering Wahid Akikah 
melakukan studi banding ke Yogyakarta untuk mengikuti 
pelatihan sertifikasi halal yang diikuti bapak Dwi 
Mardiyanto. Pada bulan april Katering Wahid Akikah 
mengajukan sertifikasi dengan mengisi formulir yang 
disediakan oleh MUI Yogyakarta. Kemudian melampiran 
surat keterangan higienis dari dinas kesehatan kota 
Karanganyar. Hingga Juli 2018 telah mendapatkan 
sertifikat halal. 
4. Saya   : Apa komitmen yang harus dijaga ketika sudah  
mempunyai sertifikat halal? 
Bp. Muchsin : harus konsisten dalam menggunakan bahan-bahan yang 
bersertifikat halal karena dengan mendapatkan sertifikat 
halal, konsumen mendapatkan ketenangan secara lahir dan 
batin dalam mengkonsumsi makanan yang Wahid Akikah 
sajikan. 
5. Saya   : Bagaimana prosedur mengajukan sertifikat halal kepada  
Majelis Ulama Indonesia? 
Bp. Muchsin  : Katering Wahid Akikah mengikuti pelatihan sertifikasi 
halal agar dapat mengetahui pentingnya sertifikasi halal. 
Kemudian mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi 
berkas-berkas yang telah ditentukan oleh Majelis Ulama 
Indonesia. Data telah lengkap Majelis Ulama Indonesia 
akan mengaudit langsung ke lokasi yang telah mengajukan 
sertifikasi halal. Setelah melakukan audit, dirapatkan dalam 
komisi fatwa untuk dilakukan layak dan tidaknya mendapat 
sertifikat halal. 
6. Saya  : Apa saja syarat/dokumen yang dibutuhkan dalam  
pengajuan proses sertifikasi? 
Bp. Muchsin : SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), Setifikat Hak Milik, 
PIRT (Surat Produksi Pangan Izin Rumah Tangga), Surat 
Layak Higen, Surat Keterangan bebas babi. 
7. Saya   : Berapa bulan Katering Wahid Akikah bisa menyelesaikan  
prosedur sertifikasi ini? 
Bp. Muchsin  : 2 bulan sudah dapat menyelesaikan dari pendaftaran 
hingga terbit sertifikat halal. Sejak bulan April hingga akhir 
Juli 2020 Katering Wahid Akikah sudah bisa mendapatkan 
sertifikat halal. 
8. Saya  : Apa yang menjadi kendala saat pengajuan sertifikasi  
halal? 
Bp. Muchsin : Yang menjadi kendala saat sertifikasi yakni jarak antara 
tumpu masak dengan kamar mandi seharusnya berjarak 8 
meter tapi produksi Wahid Akikah masih berjarak 4 meter. 
Katering Wahid Akikah tetap mendapatkan sertifikat halal 
dari Majelis Ulama Indonesia. Namun, saat perpanjangan 
sertifikat pada Juli 2020 Wahid Akikah harus merenovasi 
ruang tersebut. 
9. Saya  : Berapa banyak biaya yang dikeluarkan pada saat  
mengajukan sertifikasi halal? 
Bp. Muchsin : Pada saat pendaftaran hingga terbitnya sertifikat halal 
menghabiskan biaya Rp. 3.500.0000,-  
10. Saya   : Apa yang membedakan sebelum dan sesudah mendapat  
sertifikat halal dari MUI? Dari segi pendapatan?  
Bp. Muchsin : Tentunya adanya ketenangan batin perusahaan dan 
konsumen. Secara lahir, produk yang mengandung bahan 
berbahaya akan berdampak merugikan bagi kesehatan. 
Sedangkan secara batin, mengkonsumsi produk tidak halal 
akan berdosa. Oleh karena itu, konsumen perlu memahami 
informasi tentang produk yang dikonsumsinya, sehingga 
keputusan untuk mengkonsumsi suatu produk tertentu tidak 
semata-mata kemasan menarik, harga yang murah. 
Mengenai pendapatan sebelum dan sesudah sertifikasi, 
omset lebih naik dan konsumen lebih menjadi percaya 
untuk mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh Katering 
Wahid Akikah. 
11. Saya  : Bagaimana cara bapak menjamin kehalalan produk pada  
usaha Katering ini? 
Bp. Muchsin : Pada bagian penyembelihan yang dipegang oleh Bapak 
Didik juga mempunyai sertifikat halal Juleha dari LPPOM 
MUI Yogyakarta. Penyembelihan kambing ini disembelih 
secara syar’i disisi pemotongan kambing, tidak mentolerir 
kambing yang cacat dan belum cukup umur. Kemudian dari 
sisi doa, memotongnya menggunakan pisau yang tajam, 
menghadap ke kiblat serta menguliti kulit kambing secara 
syariat Islam. Terkait dengan bahan-bahan dan bumbu-
bumbu yang digunakan berkaitan dengan MUI lebih 
menekankan pada sisi kehalalannya. Bumbu produk 
pasaran dikhawatirkan mengandung kolagen babi, maka 
dari itu menjadi fokus Wahid Akikah untuk melakukan 
controling kepada pihak pemasak, melakukan pengecekan 
secara berkala selama 1 bulan sekali dengan cara menemui 
juru masak untuk melihat proses secara langsung ada tidak 
bumbu-bumbu/bahan-bahan yang mengandung syubhat. 
Mengenai kendaraan yang dipakai untuk pengantaran 
menggunakan kendaraan yang bebas dari barang yang 
haram dan najis agar makanan tersebut tidak tercampur dan 
terkontaminasi dengan barang yang najis.  
 
 
 
B. Wawancara dengan Ibu Palupi selaku Auditor LPPOM MUI 
 
1. Saya  : Apa jabatan ibu di LPPOM MUI Yogyakarta? 
Ibu Palupi : Auditor di LPPOM MUI Yogyakarta 
2. Saya  : Sudah berapa lama ibu menjabat pada jabatan ibu? 
Ibu Palupi : Sudah 1 tahun lebih 2 bulan menjabat sebagai auditor. 
3. Saya  : Apakah ada peraturan/ fatwa yang mewajibkan semua   
makanan olahan harus berlabel halal dari MUI? 
Ibu Palupi : Belum sampai wajib tapi pada dasarnya hampir semua 
produsen mendaftarkan produknya ke Majelis Ulama 
Indonesia agar mendapatkan sertifikasi halal dan 
menyakinkan kepada konsumen bahwa produk yang 
dikonsumsinya tidak berbahaya bagi kesehatan konsumen.  
4. Saya  : Apa saja syarat-syarat yang harus dilengkapi ketika kita  
mengajukan sertifikasi halal? 
Ibu Palupi : Perusahaan harus mengikuti pelatihan sertifikasi halal 
agar mengetahui langkah-langkah/tahapan yang harus 
ditempuh ketika akan melakukan sertifikasi pada 
produknya. Mengisi formulir pendaftaran yang telah 
disediakan LPPOM MUI. Meengkapi berkas/data yang 
dibutuhkan berupa surat-surat penting (SIUP, PIRT, Surat 
Layak Higen, Surat keterangan bebas babi, MMT, Poster, 
Bukti pelatihan internal, Bukti Kaji Ulang manajemen. 
5. Saya  : Bagaimana prosedur pemberian sertifikat halal dari MUI? 
Ibu Palupi : Setiap produsen dan pelaku usaha yang ingin mengajukan 
permohonan mendapat sertifikasi halal terhadap 
produksinya ke LPPOM MUI dan harus melampirkan 
berkas/data berupa bahan baku, bahan tambahan, bahan 
penolong yang digunakan. Tim auditor LLPOM MUI 
melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah 
formulir beserta lampirannya dikembalikan ke LPPOM 
MUI dan diperiksa kelengkapannya. Hasil 
pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi 
melalui rapat tenaga ahli LPPOM MUI jika telah memenuhi 
persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan 
ke komisi fatwa untuk disidangkan, dibahas dan diputuskan 
status hukumnya. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat 
menolak hasil audit dianggap belum memenuhi semua 
persyaratan yang telah ditentukan. Sertifikat halal 
dikeluarkan oleh MUI melalui LPPOM MUI setelah 
ditetapkan kehalalannya oleh komisi fatwa MUI. 
6. Saya  : Kendala apa saja yang ibu temui ketika podusen  
mengajukan sertifikasi halal? 
Ibu Palupi : Terkadang produsen sudah mendaftarkan dan mengisi 
formulir pendaftaran tetapi masih terdapat kekurangan data 
yang harus dikumpulkan ke MUI. Produsen yang enggan 
memperpanjang sertifikat halal namun masih 
mencamtumkan sertifikat halal pada kemasan. 
7. Saya  : Kapan bisa diterbitkan sertifikat halal oleh MUI & sampai  
kapan masa berlaku sertifikat tersebut? 
Ibu Palupi : Masa berlakunya sertifikat halal selama 2 (dua) tahun 
dihitung dari sejak tanggal penerbitnya dengan 
ketentuannya. Tiga bulan sebelum berakhir masa 
berlakunya LPPOM MUIb akan mengirim surat 
pemberitahuan kepada pihak produsen. Dua bulan sebelum 
berakhir masa berlakunya sertifikat halal pihak produsen 
harus mendaftar ulang untuk mendapatkan sertifikat yang 
baru. 
8. Saya  : Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan produsen  
sejak dari pendaftaran hingga keluar sertifikat halal? 
Ibu Palupi : Besarnya biaya serifikasi tergantung dari jenis usaha 
perusahaaan. Jika UKM/IKM biaya sekitar Rp. 2.500.000,- 
Usaha CV sekitar Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 3.500.000,- 
Usaha PT sekitar Rp. 3.500.000,- sampai Rp. 5.000.000,- 
9. Saya  : Apakah LPPOM MUI mewajibkan perusahaan yang  
sudah bersertifikat halal dalam pengunaan semua bahan 
untuk mengolah makanan berlabel halal dari MUI? 
Ibu Palupi : Perusahaan yang sudah mempunyai setifikat halal dari 
Majelis Ulama Indonesia memakai bahan-bahan yang 
berlabel halal. Karena perusahaan tersebut telah menjalin 
komitmen, mau tidak mau atau dengan alasan apapun 
menggunakan label halal. 
10. Saya  : Bagaimana jika ada produsen yang sudah memiliki  
sertifikat halal menggunakan bahan yang belum 
bersertifikat halal?  
Ibu Palupi  : Kita beri surat peringatan, teguran, kalo masih 
menggunakan bahan tersebut kita panggil. Jika perusahaan 
masih melakukan hal yang sama maka Majelis Ulama 
Indonesia menghentikan masa berlaku sertifikat tersebut, 
11.  Saya  : Adakah produsen yang memiliki sertifikat halal oleh MUI  
yang tidak menjalankan ketentuan yang telah ditentukan? 
Ibu Palupi  : Ya, mestinya ada. Produsen yang mempunyai sertifikat 
halal tapi tidak memperpanjang masa berlaku sertifikat 
halal tersebut. 
12. Saya  : Bagaimana respon yang yang diberikan MUI terhadap  
produsen makanan yang belum sepenuhnya menggunakan 
bahan yang tidak berlabel halal oleh MUI? 
Ibu Palupi  : Respon yang diberikan MUI terhadap bila suatu 
perusahaan telah menjalin komitmen dengan lembaga yang 
berwenang dalam rangka kesejahteraan bersama seharusnya 
mau tidak mau produsen tersebut mengikuti aturan yang 
telah disepakati bersama. Pemegang sertifikat halal 
dihimbau bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan 
produk yang diproduksinya dan sertifikat halal ini tidak 
dapat dipindahtangankan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Wawancara dengan Ibu Rumiyati selaku pengolah masakan  
Saya  : Sejak kapan  ibu bekerja sebagai pengolah makanan di Katering  
Wahid Akikah? 
Ibu Rumiyati : Kurang lebih sudah 1 tahun. 
Saya  : Adakah  perbedaan pesanan ketika sebelum dan sesudah  
mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia? 
Ibu Rumiyati : Ada mbak, lebih ramai pesanan nya. Kadang kantor terima 
pesanan sehari sebelum hari acara. Mau tidak mau juga harus bisa 
mempersiapkan masakan tersebut. Tergantung dari bahan yang 
ada. 
Saya : Adakah alat/bahan yang digunakan untuk keperluan produksi 
bahan yang tidak bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia? 
Ibu Rumiyati : Ada mbak tapi sepertinya tidak apa-apa kalo satu atau dua bahan. 
Contohnya minyak wijen. Kalau alat kita pakainya kuas bulu. 
Saya :  Adakah kunjungan dari MUI untuk mensurvei langsung proses 
pengolahan produksi? 
Ibu Rumiyati : Kalo dari MUI tidak terjun secara langsung. Tetapi kantor tetap 
mensurvei setiap satu bulan sekali. 
 
 
 
 
 
D. Wawancara dengan Konsumen Katering Wahid Akikah  
1. Konsumen Pertama 
Saya  : Darimana anda mengetahui Katering Wahid Akikah? 
Ibu Nina : mengetahui Katering Wahid Akikah dari kabar-kabar teman. 
Saya  : Apa yang menarik dari Katering Wahid Akikah? 
Ibu Nina : Karena sudah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama 
Indonesia. 
Saya  : Bagaimana pendapat anda ketika membeli makanan yang sudah  
bersertifikasi halal? 
Ibu Nina : Tentunya ketenangan batin, aman dikonsumsi. Dari segi 
penyembelihan dan do’a. 
2. Konsumen Kedua  
Saya  : Darimana anda mengetahui Katering Wahid Akikah? 
Ibu Mei : Dari sosial media, instragram. 
Saya  : Apa yang menarik dari Katering Wahid Akikah? 
Ibu Mei : Adanya hadiah langsung, halal dari MUI, gratis ongkir. 
Saya  : Bagaimana pendapat anda ketika membeli makanan yang sudah  
bersertifikasi halal? 
Ibu Mei : Lebih percaya dengan sepenuhnya bahwa konsumsi tersebut 
halal. 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
Sertifikat Halal Katering Wahid Akikah dari LPPOM MUI Yogyakarta 
 
 
 
Sertifikat Kursus Penjamah Makanan 
 
 
 
 
Wawancara dengan Bapak Muchsin selaku Manager di Katering Wahid Akikah 
 
 
 
Wawancara dengan Ibu Rumi selaku Pemasak di Katering Wahid Akikah 
 
 Jarak antara kamar mandi dengan tumpu masak 
 
Bahan-bahan yang tidak memiliki sertifikat halal dari MUI 
               
 
Biaya Sertifikasi Halal di LPPOM MUI Yogyakarta 
 
Kegunaan biaya yang dikeluarkan untuk Sertifikasi Halal 
 
Wawancara dengan Ibu Palupi selaku Auditor di LPPOM MUI 
 
 
Konsumen Katering Wahid Akikah 
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